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DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

bahwa dalam rangka meningkatkan potensi Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui
akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan
prima kepada wajib pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu
adanya petunjuk pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan
dan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang
- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 062,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);
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Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686},

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan  Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43595);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400});

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia

Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

_ Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan
dari Penjualan secara Lelang dalam rangka Penagihan
Pajak dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh
wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.07/2010 tentang Penunjukan Badan atau
Perwakilan Lembaga Internasional sebagai Objek
Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor
58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2008 Nomor 23); Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur Tahun 2012 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 204); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2013 Nomor 1);

Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 42
Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok , Fungsi
dan Uraian Tugas pada Dinas Pendapatan Kabupaten
Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 42).
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MEMUTUBKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN
PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
|. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;

4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Timur;

5. Pejabat adalah Kepala Dispenda dan berwenang
mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak,
menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan
sekaligus, surat paksa, surat perintah pencabutan
sita, pengumumar lelang, surat penentuan harga limit,
pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan dan
surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak
sehubungan dengan penanggung/wajib pajak tidak
melunasi sebagian atau seluruh utang pajaknya;

6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
but Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi
dan/atau  yang dimiliki,  dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

yang selanjutnya dise

7 Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan

kegiatan  perkebunan, perhutanan dan

untuk
ntah Pusat;

pertambangan yang dikelola oleh Pemeri
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8. Wajib Pajak dapat disingkat WP adalah orang pribadi
atau badan usaha yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau bangunan yang
memperolah manfaat atas bumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkannya, kecuali
kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan,
perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh
Pemerintah Pusat,

9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek
pajak lain yang sejenis atau berdasarkan nilai
perolehan baru, dan NJOP pengganti,

10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melaporkan subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan scsuai
dengan ketentuan peraturan pprundangan—undangan
perpajakan daerah; ‘

11. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP
adalah nomor yang diberikan untuk register Objek
Pajak bumi dan/ atau bangunan.

12. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender;

13. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak,
atau bagian dalam tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pajak
daerah;

14 Surat Pemberitahuan Pajak  Terhutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan sebagai pemberitahuan, dan/ atau
penetapan, dan/ atau penagihan besarnya pajak
terutang, SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan
hak atas bumi dan bangunan,

15 Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor bagi Wajib Pajak perorangan dan/
atau badan usaha;

Satnan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD.

16.

-
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BAB II

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

(1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh Subjek Pajak
dengan cara mengisi SPOP/LSPOP Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(2) Wajib Pajak vang memiliki NPWP agar mencantumkan
NPWPnva pada kolom yang tersedia dalam SPOP.

(3) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan ke Dipenda selambat-
lambatnva 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal
diterimanva formulir SPOP/LSPOP oleh Wajib pajak
atau Kuasanva.

(4) Formulir SPOP/LSPOP disediakan dan dapat diperoleh
dengan cuma-cuma di Dispenda atau di Kelurahan,
Desa, dan/ atau Kecamatan.

BAB III

PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 3

(1) Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh Dipenda
dengan menuangkan hasil pendataan ke dalam
formulir SPOP/LSPOP

:2, Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan
iangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan
derigan alternauf sebagai benkut :

a i‘~nvampaian dan pemantauan pengembahan
gpuP/ LSPOP,
n idem nam objek pajak;
Verifilgas: data objek pajak,

¢ Pepgukuran budang objek pajak.
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BAB IV

PENILAIAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 4

(1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dilakukan oleh Dispenda baik secara
massal maupun secara individual dengan
menggunakan pendekatan penilaian yang telah
ditentukan.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan NJOP.

(3) Petugas Penilai wajib merahasiakan data dan/ atau
segala sesuatu yang diketahuinya atau yang
diberitahukan oleh Wajib pajak.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan
dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Dispenda dapat bekerjasama dengan
SKPD / Instansi terkait, Kelurahan dan Desa.

(2) Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat
dilakukan oleh Pihak Ketiga yang memenubhi
persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh

Kepala Dispenda.

(3) Rencana kerja pendataan dan penilaian disusun dalam
satuan Kecamatan, Desa dan Kelurahan per sumber
dana sesuai dengan alokasi dana yang tersedia.

Pasal 6

(1) Prosedur / tata cara pelaksanaan pendaftaran,
pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Prosedur / tata cara pelaksanaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Standar Biaya
pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap

orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannys

dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 28 Maret 2016

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

PUTU SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN

13

_Salinan Sesuai Dengan Aslinya

i ng/\m BAGIAN HUKUM
bA KAB.KOTIM

Wf)QO‘?O] 198903 1 014

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Ttd

SUPIAN HADI,

TIMUR TAHUN 2016 NOMOR
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROSEDUR/ TATA CARA PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENDAFTARAN

Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil,
mengisi, dan mengembalikan SPOP ke DISPENDA. Pengisian
SPOP dalam rangka pendaftaran harus lengkap dengan denah
objek. Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam lampiran |
Peraturan Bupati ini. Pendaftaran di wilayah yang basis datanya
belum terbentuk dengan pola SISMIOP, NOP yang diberikan
bukan merupakan hasil kegiatan pendataan, schingga tidak
dapat menunjukan posisi relatif. Adapun tahap kegiatan
pendaftaran adalah sebagi berikut :

1.1. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. DISPENDA memberitahukan kepada Pemerintahan
Desa/Kelurahan, dan Kecamatan tentang kegiatan
Pendaftaran objek Pajak sebagai satu upaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

2. Pengembalian SPOP yang sudah diisi oleh Wajib Pajak
lengkap dan benar dikembalikan ke DISPENDA atau ke

Desa/Kelurahan.

3. DISPENDA dan pemerintah Desa/Kelurahan, dan
Kecamatan memberikan penjelasan kepada penanggung
jawab tempat pengembalian dan Pengambilan SPOP.

4. DISPENDA menyerahkan SPOP dan  perangkat
Desa/Kelurahan, dan Kecamatan dengan disertai tanda
terima SPOP, daftar penjagaan kepada penanggung
jawab tempat pengambilan dan pengembalian SPOP
dengan Berita Acara Penyerahan SPOP, SPOP harus
diberi nomor urut terlebih dahulu dan ditatausahakan.

DISPENDA menyiapkan Keputusan Bupati untuk tahun
berjalan tentang penentuan klasifikasi besarnya Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak
Pumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-
2) khususnya yang menyangkut NIR dan DBKB.

N
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6. DISPENDA memberikan penyuluhan kepada

masyarakat tentang rencana kegiatan pendaftaran ohjek
dan subjek pajak.

Pelaksannan Pekerjaan

Pelaksanaan pendaftaran objek pajak PBB melibatkan tiga
unsur yaitu : Subjek Pajak, Petugas pada tcmp;n.
pengambilan  dan pengembalian  SPOP, serta petugas
DISPENDA. Masing-masing unsur mempunyai kewajiban
sebagai berikut :

a. Kewajiban Petugas pada tempat Pengambilan dan
Pengembalian SPOP

1. Memberikan formulir SPOP kepada Subjek Pajak yang
datang untuk mendaftarkan objek pajaknya;

2. Memberikan Tanda Terima Penyampaian SPOP
kepada Subjek Pajak untuk diisi dan ditandatangani
(tanda terima SPOP sebagaimana dalam Lampiran II);

3. Mencatat identitas subjek pajak dan/atau kuasanya
yang menerima SPOP;

4. Menerima SPOP yang sudah diisi, ditandatangani,
dan dilengkapi dengan data pendukungnya, yang
dikembalikan oleh wajib pajak atau kuasanya serta
memberikan tanda terima pengembalian SPOP, tanda
terima pengembalian SPOP sebagaimana dalam
lampiran Il

5. Mengirimkan Laporan Daftar Penjagaan penyampaian
dan pengembalian SPOP kepada DISPENDA pada
setiap hari kerja terakhir setiap minggunya atau hari
kerja berikutnya apabila hari pengembalian jatuh
pada hari libur disertai dengan :

a Tanda terima penyampaian SPOP;

b. SPOP yang dikembalikan oleh wajib pajak beserta
tanda Terima Pengembalian SPOP;

¢. Surat Penpgantar

. Formulir penjagaan penyampaian dan
pengembalian SPOP sebagaimana dalam lampiran
V.

fr. Menpajukan permintaan kepada Kepala DISPENDA
untuk mendapatkan formulir SpPOP, dalam hal
persedinan SPOP sudah tidak mencukupi.

b. Kewajlban Subjek  Pajak Pada  Pelaksanaan
Pendaftaran Objok Pajak :
{ . Mengambil formulir SPOP pada tempat yang ditunjuk;

2 Mengist formulic SPOP dengan jelas, benar, dan
Irnpkan nertn mennndatanganinya;
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3. Dalam hal yang menjadi subjek pajak adalah badan
hukum, maka vyang menandatangni SPOP adalah
pengurus/direksi;

4. Dalam hal SPOP ditandatangani oleh bukan subjek
pajak yang bersangkutan, maka harus dilampiri
Surat Kuasa dari Subjek Pajak;

5. Mengembalikan formulir SPOP yang sudah diisi ke
DISPENDA atau tempat dimana formulir SPOP
diperoleh, selambat-lambatnya 30 (tiga) hari sejak
tanggal diterimanya SPOP.

Kewajiban Petugas DISPENDA

1. Membuat Buku penjagaan penyampaian dan
pengembalian SPOP mengenai semua SPOP yang
dikeluarkan Oleh DISPENDA baik yang dikeluarkan
dari tempat yang ditunjuk sebagai pengembilan dan
Pengembalian SPOP dalam Daftar Rekapitulasi SPOP
yang diterima Kembali dari Subjek Pajak; Daftar
Rekapitulasi SPOP pada lampiran V .

2. Menerima dan menatausahakan laporan yang
disampaikan oleh petugas penanggung jawab tempat
pengambilan dan pengembalian SPOP;

3. Meneliti SPOP yang sudah dikembalikan baik
langsung dari subjek pajak maupun dari tempat yang
ditunjuk sebagai tempat pendaftaran, yang perlu
diteliti antara lain adalah kebenaran pengisian dan
kelengkapan data pendukung SPOP, dalam hal
diperlukan penelitian lapangan, SPOP berikut data
pendukung diteruskan kepada petugas yang ditunjuk
untuk mengadakan penelitian lapangan.

4. Memberikan laporan kepada Kepala DISPENDA
mengenai subjek pajak yang belum mengembalikan
SPOP setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya SPOP, selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sesudah batas waktu pengembalian SPOP
untuk diberikan Surat Teguran Pengembalian SPOP.
Jangka waktu pengembalian SPOP ditetetapkan
dalam Surat Teguran pengembalian SPOP ditentukan
paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai
tanggal pengiriman (stempel Pos) atau jasa
pengiriman lainnya; Surat teguran sebagaimana
dimaksud dalam lampiran VI.

5. Melaporkan kepada Kepala DISPENDA dengan
tembusan kepada Bupati apabila subjek pajak tidak
mengembalikan SPOP setelah melewati batas waktu

Dipindai dengan CamScanner



vang ditentukan dalam Surat teguran Pengembalion
SPOP untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajalk

6. Meneliti permintaan tertulia dari subjek pajak tentang
perpanjangan atau penundaan pengembalian SPOP
dan melaporkan kepada Kepala DISPENDA, dalam
hal Kepala DISPENDA menyetujui  permintann
Pengembalian tersebut, maka diterbitkan Surat
Persetujuan Penundaan Pengembalian SPOP. Batan
waktu penundaan ditentuan paling lama 3 (tiga)
bulan sejak permohonan diterima. Surat Persetujuan
Penundaan Pengembalian SPOP sebagaimana dalam
lampiran VII.

1.3. Pekerjaan kantor

a. Penelitian data masukan
Penelitian data masukan dimaksudkan untuk
meyakinkan bahwa SPOP dan Formulir-formulir
pendukungnya telah diisi dengan benar, jelas, dan
lengkap serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

b. Pembendelan SPOP

1. Pengembalian SPOP beserta data pendukungnya
penting untuk memudahkan penyimpanan dan
pencarian kembali apabila  diperlukan. Cara
sederhana namun efektif adalah dengan memasang
nomor pengenal di setiap formulir SPOP yang dijilid
setiap bundel yang berisi kurang lebih 100 objek
pajak.

2. Setiap bundel SPOP diberi nomor yang unik terdiri
dari enam digit dengan sistematika sebagai berikut :

a. empat digit pertama menyatakan tahun pendataan;

b. empat digit selanjutnya merupakan nomor bundel.
Contoh : 2015, 0001, 001. 2016, 0002. 023.
Dstnya.

c. tiga digit selanjutnya merupakan nomor urut.
Contoh : 2015. 0001, 001. 2016, 0002. 023. 2016,
0002, 003 Dstnya. Nomor bundel ini dapat ditulis
atau dicetak, kemudian ditempatkan pada sudut
kanan atas halaman muka dan samping kiri
ketebalan bundel.

_Setiap formulir SPOP yang ada pada setiap bundel
diberi nomor berurutan pada sudut kanan atas yang
teridiri atas sebelas digit, delapan digit pertama
menvatakan nomor bundel sebagaimana dimaksud
pada  angka 4, sedangkan tiga digit terakhir

w
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menyatakan nomor urut lembar SPOP dan
lampirannya.

Contoh : 2015. 0001.009, 2015. 0123.002 dstnya.
Penjilidan bundel sebaiknya menggunakan Kkertas
karton tipis yang ditutup dengan plastik untuk
melindungi dari debu dan memperlambat kerusakan.

4 Khusus dalam rangka pemeliharaan basis data,
pembundelan SPOP dapat dilakukan setelah
perekaman data.

c¢. Perekaman Data
Perekaman data ke dalam komputer dilakukan oleh
operator console dan/atau operator data entry. Proses

penerimaan dan perekaman SPOP dikoordinasikan oleh
Operator Console,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
Ttd

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

mbina Tingkat [
NIP. 19620701 198903 1 014
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROSEDUR/ TATA CARA PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2. PENDATAAN

Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dilaksanakan oleh DISPENDA atau pihak lain yang
ditunjuk oleh Kepala DISPENDA, dan selalu diikuti dengan kegiatan
penilaian. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir
SPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah
administrasi desa/kelurahan dengan menggunakan/memilih salah
satu dari empat alternatif sebagai berikut

A. Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan
pengembalian SPOP

Pendataan dengan alternatif ini hanya dapat dilaksanakan pada
daerah/ wilayah yang pada umumnya belum/tidak mempunyai
peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB
relatif kecil. Pelaksanaannya dilakukan sebagai berikut :

1. Penyampaian dan pemantauan pengembalian  SPOP

Perorangan

Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP
perorangan dilakukan dengan menyebarkan SPOP langsung
kepada subjek pajak atau kuasanya dengan berpedoman
pada sket/peta blok yang telah ada;

2. Untuk daerah yang potensi PBB-nya relatif lebih kecil,
cakupan wilayah dan objek pajaknya luas, dapat digunakan
alternatif pendataan dengan penyampaian dan pemantauan
pengembalian SPOP Kolektif. Dengan alternatif ini, SPOP
disebarkan melalui aparat desa/kelurahan setelah terlebih
dahulu membuat sket/peta blok.

Untuk menghindari kelemahan alternatif ini (rendahnya tingkat
akurasi data) perlu diperhatikan kemampuan penguasaan
wilavah bagi petugas yang bertanggung jawab.

B. Pendataan dengan Identifikasi Objek Pajak
Pendatann dengan alternatif ini dapat dilaksanakan pada
daerah/wilavah vang sudah mempunyai peta garis/peta foto

vang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak
mempunvai data administrasi pernbukuan  Pajak Bumi dan
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Bangunan. Data tersebut merupakan hasil pendataan secara
lengkap tiga tahun terakhir.

Pendataan dengan Verifikasi Data Objek Pajak

Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang
sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai
data administrasi pembukuan Pajak Bumi dan Bangunan hasil
pendataan tiga tahun terakhir secara lengkap.

Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak

Alternatif ini dapat dilaksanakan pada daerah/wilayah yang
hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan (misalnya dari Biro
Pusat Statistik atau instansi lain) dan/atau peta garis/peta foto
tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif
objek pajak. Adapun tahapan kegiatan pendataan adalah
sebagai berikut :

2.1. Pekerjaan Persiapan

A. Penelitian Pendahuluan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menentukan data dan
informasi yang diperlukan, baik dalam rangka
penyusunan rencana kerja maupun untuk menentukan
sasaran dan daerah/wilayah mana yang akan diadakan
kegiatan pendataan dengan memperhatikan potensi pajak
dan perkembangan wilayah.

Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian
pendahuluan antara lain adalah :

1. Luas wilayah
2. Perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan Pajak
Bumi dan Bangunan
3. Luas tanah yang sudah dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan
Luas bangunan yang sudah dikenakan Pajak Bumi
dan Bangunan
Jumlah penduduk
Jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar
Jumlah objek pajak yang sudah terdaftar
Jumlah pokok ketetapan pajak tahun sebelumnya
Perkiraan harga jual tanah tertinggi dan terendah per
m2 dalam satu desa/kelurahan
10. Harga bahan bangunan dan standar upah yang
berlaku
11. Peta dan pembukuan, PBB, antara lain:
a. Peta desa/kelurahan yang dimiliki Kantor
Pelayanan PBB
b. Peta garis/peta foto berkoordinat yang dimiliki BPN
atau instansi lain
c. Buku Induk atau Buku Himpunan Data
Objek/Subjek PBB yang lama
d Buku rincikan yang lama (kalau ada)

g

el e BB 4

Dipindai dengan CamScanner



B.

c. Peraturan Bupati tentang klasifikasi NJOP Bumi,

Peraturan PBD, dan buku-buku administrasi PBB
lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja

Data vang berhasil dikumpulkan dalam  kegiatan
penelitian pendahuluan  terlebih dahulu dianalisis dan
selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun rencana

kerja. Materi yang perlu dituangkan dalam rencana kerja
tersebut antara lain adalah :

Sasaran dan volume pekerjaan
Alternatif kegiatan

Standar prestasi petugas

Jadwal pelaksanaan pekerjaan
Organisasi dan jumlah pelaksana
Jumlah biaya yang diperiukan

Perkiraan peningkatan pokok ketetapan pajak
Hasil akhir

NN

Dalam penyusunan rencana kerja perlu diperhatikan dua
hal berikut :

1. Fleksibilitas, artinya rencana kerja tersebut mampu
menampung perubahan-perubahan pelaksanaan di
lapangan tanpa harus mengubah rencana kerja.

2. Konsisten, artinya hal-hal yang telah ditentukan
dalam rencana kerja tersebut harus dapat dipenuhi
secara konsisten, seperti halnya standar prestasi
kerja, jumlah personil, waktu yang diperlukan, biaya,
dan lain-lain.

Penyusunan Organisasi Pelaksana

Bentuk dan beban organisasi pelaksana erat kaitannya
dengan jumlah objek pajak yang akan didata. Apabila
jumlah objek pajak yang akan didata lebih kecil atau sama
dengan 50.000, pelaksanaannya secara fungsional
diserahkan kepada Seksi Pendataan DISPENDA setempat
dengan penanggung jawab adalah Kepala bidang PBB dan
BPUTB. Demikian juga untuk jumlah objek pajak yang
didata jumlahnya lebih dari 50.000, bentuk dan struktur
organisasinya sama dengan ketua tim yang ditunjuk oleh
Kepala DISPENDA dan dilaksanakan secara terpadu oleh
seluruh unit organisasi pada Kantor DISPENDA.

Apabila jumlah tenaga pelaksana pada DISPENDA tidak
memadai dibandingkan dengan jumlah objek pajak vang
akan didata, maka petugas pendata dapat diambil dari
tenaga lulusan SMU atau STM jurusan bangunan/mesin.

Pengadaan petugas lapangan tersebut dapat dilakukan
dengan beberapa cara, antara lain :

1. Melalui Departemen Tenaga Kerja setempat, atau
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Memanfaatkan tenaga yang ada (Karang Taruna) di
desa/kelurahan setempat.

Melalui institusi lain yang bisa dipertanggungjawabkan
kemampuan personilnya.

Hal-hal yang perlu dilaksanakan sehubungan dengan
pengadaan tenaga lapangan sebagaimana dimaksud di
atas adalah :

pwN

Penerimaan dan seleksi calon petugas lapangan;
Penentuan jadwal dan materi latihan;

Pelaksanana pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan;
Pembuatan surat perjanjian kerja antara petugas
lapangan dengan DISPENDA.

Pelatihan selain diberikan kepada petugas lapangan
sebaiknya juga diberikan kepada pengawas petugas
lapangan.

D. Pengadaan Sket, Peta Desa/Kelurahan, dan Sarana
Pendukung Lainnya

Jenis sket/peta desa/kelurahan disesuaikan dengan
alternatif kegiatan pendataan sebagai berikut :

1.

Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan
pengembalian SPOP

Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan
pengembalian SPOP dapat dilakukan dengan bantuan
sket/peta desa/kelurahan yang dapat diperoleh dari
instansi yang berkompeten dalam bidang pembuatan
peta, menyalin sket/peta yang sudah, ada, atau sket
kasar yang dibuat oleh petugas pendata.

Pendataan dengan identifikasi objek pajak

Peta garis/peta foto dari desa/kelurahan yang akan
didata dapat diperoleh dari instansi yang berkompeten
dalam bidang pembuatan peta, seperti Bakosurtanal,
Badan Pertanahan Nasional, PU, BAPPEDA, atau
instansi lainnya. Skala peta disesuaikan dengan
kondisi wilayah dan dapat ditentukan sebagai berikut :

a. Daerah padat (pusat kota) :1:1.000

b. Daerah sedang (pinggiran kota) : 1:2.000 atau 1
: 2.500

c. Daerah jarang (pedesaan) :1:5.000
Dengan catatan skala peta dalam satu

desa/kelurahan harus sama.

Pendataan dengan verifikasi data objek pajak
Pengadaan peta dilaksanakan dengan menggandakan
peta desa/kelurahan dan peta nnc;k yang sudah_ ada
pada DISPENDA, sebagai hasil dari kegiatan
pendataan 3 (tiga) tahun terakhir.
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4. Pendataan dengan pengukiran birlang ohpek pami
Pengadaan peia dapat dipernieh dari ‘mwmr;m; vang
berkompeten dalam pembuatan peta atau memhbuat
sendin dengan peralatan yang ada.

Qarana  pendukung  lainnva untuk melakaanakan
pembentukan basia data antara lain berupa

Perangkatl komputer besrrta kelengkapannya
Alman penyimpanan sket /peta dan SPOP/L3POP
Perlengkapan pekerjaan lapangan

Perlengkapan pekerjaan adminiatrasi/ penggambaran
Stiker NOP

Formulir SPOP dan formulir teknia lainnya

Alat tulis kantor

NG s W

Pembuatan Konsep Sket/Peta Desa/Kelurahan

Tahapan pekerjaan dalam pembuatan konsep sket/peta
desa/kelurahan adalah sebagai berikut -

1. Ornentasi lapangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mencocokkan keadasn
vang tergambar pada konsep sket/peta
desa/kelurahan dengan keadaan yang sebenarnva di
lapangan. Dalam hal terjadi perubahan detail di
lapangan terutama  detail  lapangan  vang  akan
dijadikan batas blok, maka perubahan tersebut agar
dignmbarkan pada konsep sket/peta desa/kelurahan.
Onentasi lapangan harus benar benar dilaksanakan
secara telit guna mengurang kemungkinan adanva
perubahan batas blok pada saat pengukuran bidang
atau identifikas: obyek pajak.

L

Penentuan batas blok

Penentuan batas blok harus memperhatikan
karakterisuk fisitk vang udak berubah dalam kurun
waktu vang lama, sebaga: contoh dalam hal terdapat
jalan rava dan gang, maka yang ditetapkan sebagai
batas blok adalah jaian raya

Batas-batas blok vang telah ditentukan tersebut
digambarkan pada konsep sket/peta kerja, dengan
menggunakan legenda yang telah ditentukan dan
berbeda dengan legenda yang digunakan sebagai batas
INT ldealnva sawu blok menampung lebth kurang 200
OP atau luas sekwtar 15 hektar Hal ma unruk
memudahkan pengawasan bak dalam pelaksanaan
pekcniaan pengumpulan data di lapangan maupun
aalain pemeliharaan basis data Jumlah objek pajak
arau iuas blok lebh kecil atau lebih besar dan angka
teraebur  di atas  diperbolehkan  apaiila  kondis
setompat  ndak  memungkinkan  untuk  diterapkan
pembazasan tersebut,
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2.2.

3. Pemberian Nomor Blok
Nomor Blok yang terdiri dari 3 (tiga) digit dimulai dari
kiri atas (TIMUR laut) peta dengan menggunakan
angka arab, dan disusun secara spiral sesuai dengan
arah jarum jam.

Untuk menunjang pelaksanaan, aplikasi SIG PBB
diusahakan pengadaan peta yang mempunyai grid dan
koordinat.

F. Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT

Tata cara pembuatan konsep sket/peta ZNT dijelaskan
dalam Bab Il butir 2.3.3 huruf A angka 1 tentang
Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT dan Penentuan NIR.

G. Penyusunan DBKB

Tata cara penyusunan DBKB dijelaskan dalam Bab II butir
2.3.3 huruf A angka 2 tentang Penyusunan DBKB.

H. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi
Lainnya

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi
lainnya (misalnya Bappeda, Kantor Pertanahan,
Departemen Pekerjaan Umum, Real Estate Indonesia, dan
lain-lain yang diperlukan) dimaksudkan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan kegiatan pembentukan basis data
SISMIOP antara lain:

1. Penyuluhan kepada masyarakat dan instansi lainnya
mengenai maksud dan tujuan diadakannya kegiatan
pembentukan basis data SISMIOP;

2. Mengadakan keseimbangan penggolongan Nilai Jual
Objek Pajak yang akan dijadikan sebagai dasar
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, antar wilayah
yang berbatasan mulai dari tingkat desa/kelurahan
sampai dengan tingkat propinsi;

3. Meningkatkan peran aktif Tim Intensifikasi Pajak Bumi
dan Bangunan Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota yang
bersangkutan;

4. Pelatihan petugas lapangan/ perangkat desa;

5. Pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan
pendataan.

I. Penyuluhan kepada masyarakat

Petugas DISPENDA memberikan penyuluhan kepa_da
masyarakat tentang rencana kegiatan pendataan objek

dan subjek pajak.
Pekerjaan Lapangan

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan lapangan
antara lain adalah :
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A, Pengumpulan Data Ohjek dan fubjelk Pajak sarta
Pemberian NOP

1 Pendatnnn denpgnn Penvampainn dan permantauan
pengembalinn S0P

A Pendatann dengnn penvampainn dan pemantauan
pengembalian 3P0OP Perornngan

n) Denpgnn mengganakan konsep  sket/peta hlok,
petugna lapangan bersama-sama dengan aparat
dean/kelurnhan  setempat  membuat  aket  letalk
relatifl hidang objek pajak yang ada pada blok yang
bersanglutan,

h) Pada waktu membuat sket letak relatif objek pajak
ternebut, petugas lapangan memberikan NOP pada
netinp bidang objek pajak dan mencatat data objek
dan  subjek pajak PBB dari buku induk/Buku
C/Reginter Dena/daftar ringkas/ informasi lainnya
pada Daftar Sementara Data Objek dan Subjek
"B sebagaimana Lampiran VIIL
Setelah  letale relatif objek  pajak  dalam  satu
denn/kelurahan selesai dibuat, petugas lapangan
bersnmn-anmn  dengan  aparat  deasa/kelurahan
mengidentilikasikan  batas  RT/RW  atau  yang
netinglat denpan itu, dan selanjutnya
menyampnikan SPOP dan stiker NOP kepada para
ketua RT/RW sebanyak jumlah objek pajak yang
ada di wilavahnya untuk  disampaikan  kepada
subjek  pajnk  yang  bersangkutan.  Penempelan
atiker NOP hanya bagi objek pajak yang ada
hangunannya,

d) Petugan lnpangan mengumpulkan SPOP yang telah
ditmi dengan jelas, benar dan  lengkap serta
ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanva,
melalui para ketua RT/RW yang bersangkutan,

¢) Panda konsep sket/peta blok diben tanda apakah
SPOPr yang  disampaikan  kepada  wapb  pajak
tersebut di atas sudah atau belum dikembalikan.

{) Biln dalam suatu blok terdapat objek pajak vang
bernilai  tmgg/mempunyar karaktensuk  objek
husus, dilakukan Pentlaian Individual.

b Pemdatann dengan penyampaan  dan pemantauan
pengembalinn SPOP Kolekut

-
—

Padn  dosarnya,  pendataan  dengan  alternatif i

dilalannnbon dengan tata cara yang sama seperti

pendatnan  dengan penyebaran SPOP Perorangan.

Hal hal yang hrus diperhatikan adalah

a) Datn abjek dan subjek pajak vang telah disusun,
dimeanniknn denpan keadoaan  lapangan dan
Aistienn fee datam SPOP Kolektf sesun urutan NOP
(Camtoh  formalie S0P Kolekul sebagaimana
Lampiran ()

B Perabecian ROP pada objek payak dilakukan tanpa
penemmpainn stiler NOIL
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¢) Data rinci setiap bangunan dimasukkan ke dalam
LSPOP kolektif sesuai urutan NOP.

d) Apabila di dalam blok terdapat objek pajak yang
bernilai tinggi/mempunyai  karakteristik  objek
khusus, pengisian SPOP menggunakan SPOP
perorangan dan dilakukan penilaian individual.

2. Pendataan dengan Identifikasi Objek Pajak

a. Dengan menggunakan konsep peta blok, petugas
lapangan mengadakan identifikasi batas-batas objek
pajak. Terhadap objek pajak yang tidak dapat
diidentifikasikan  batasnya, petugas lapangan
melakukan pengukuran sisi objek pajak. Kegiatan
tersebut dilakukan pada setiap bidang objek pajak.
Setelah selesai mengidentifikasikan bidang objek
pajak, langsung diberi NOP atas bidang objek pajak
tersebut dan ditempel stiker NOP untuk objek pajak

yang ada bangunannya. Selanjutnya petugas
@ lapangan mengisikan data objek dan subjek pajak
; pada SPOP.

b. Setelah SPOP diisi, maka petugas lapangan

mengkonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau kuasanya.
Dalam hal pada saat itu, SPOP belum dapat
dikonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau Kkuasanya, maka dibuatkan
salinan SPOP dan diserahkan kepada aparat
desa/kelurahan atau pihak lain yang berkompeten
untuk diteruskan kepada subjek pajak yang
bersangkutan. Penyerahan SPOP dimaksud disertai
dengan tanda terima SPOP.

c. Setiap hari petugas lapangan mengumpulkan SPOP
yang telah dikonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau kuasanya.

O 3. Pendataan dengan Verifikasi Data Objek Pajak

a. Peta Blok yang telah diisi dengan batas-batas bidang
objek pajak hasil plotting/foto copy dari peta rincik,
pada masing-masing bidang objek pajaknya diberi
nama subjek pajak sesuai yang terdapat dalam buku
rincik.

b. Dengan menggunakan peta blok sebagaimana
dimaksud pada butir a, petugas lapangan
mengadakan penempelan stiker NOP untuk objek
pajak yang ada bangunannya sekaligus meneliti
apakah ada perubahan data.

c. Dalam hal terjadi perubahan data, maka petugas
melakukan kegiatan mulai dari identifikasi dan
pengukuran objek pajak sampai dengan mengisi
SPOP sesuai dengan data yang sebenarnya dan
mengkonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau kuasanya. Dalam hal SPOP belum
dapat dikonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau kuasanya, maka dibuatkan
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salinan SPOP dan diserahkan kepada aparat
desa/kelurahan atau pihak lain yang berkompeten
untuk diteruskan kepada subjek pajak yang
bersangkutan disertai dengan tanda terima SPOP.
Dalam hal tidak terjadi perubahan data, maka
petugas lapangan mengisi SPOP dengan menyalin
data yang sudah ada pada DISPENDA serta
mengkonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau kuasanya.

d. Setiap hari petugas lapangan mengumpulkan SPOP
yang telah dikonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau kuasanya.

4. Pendataan dengan Pengukuran Bidang Objek Pajak

a. Dengan menggunakan konsep sket/peta blok,
petugas lapangan mengadakan pengukuran batas-
batas objek pajak. Kegiatan tersebut dilakukan pada
setiap bidang objek pajak. Setelah selesai mengukur
satu bidang objek pajak, langsung diberi NOP atas
bidang objek pajak tersebut dan ditempel stiker NOP
bagi objek pajak yang ada bangunannya. Selanjutnya
petugas lapangan mengisikan data objek dan subjek
pajak pada SPOP.

b. Setelah SPOP diisi, maka petugas lapangan
mengkonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau kuasanya. Dalam hal SPOP belum
dapat dikonfirmasikan kepada subjek pajak vang
bersangkutan atau kuasanya, maka dibuatkan
salinan SPOP dan diserahkan kepada aparat
desa/kelurahan atau pihak lain yang berkompeten
untuk diteruskan kepada subjek pajak yang
bersangkutan. Penyerahaan SPOP, dimaksud disertai
dengan tanda terima SPOP.

¢ Setiap hari petugas lapangan mengumpulkan SPOP
yang telah dikonfirmasikan kepada subjek pajak yang
bersangkutan atau kuasanya.

. Penyerahan Hasil Pekerjaan Lapangan

1. Petugas lapangan mengadakan penelitian terhadap
SPOP hasil pendataan, dan selanjutnya diberi kode ZNT
sesuai dengan letaknya.

2. Penelitian SPOP dan pemberian kode ZNT tersebut di
atas dibuatkan Daftar Penjagaannya.

Contoh formulir Daftar Penjagaan dapat dilihat pada
Lampiran X

3. Penverahan hasil pekerjaan lapangan berupa SPOP dan
net konsep sket/peta blok kepada petugas pengawas
lapangan, harus dibuatkan tanda terima. Selanjutnya
pengawas meneliti hasil pekerjaan lapangan dan
menandatanganinya.

4 Untuk SPOP Kolektif, sebelum diserahkan kepada
pengawas petugas lapangan, data hasil pendataan
terlebih dahuiu dikonfirmasikan kepada kepala desa.
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Penyerahan tersebut disertai dengan tanda terima
penyerahan sebagaimana Lampiran b4 B

5. Secara hirarki, pengawas petugas lapangan meneruskan
hasil pekerjaan lapangan yang diterimanya dari petugas
lapangan kepada pejabat yvang ditunjuk untuk diproses
lebih lanjut.

C. Peneclitian Hasil Pekerjaan Lapangan
1. Penelitian SPOP

a. Penelitian ini dimaksud agar butir yang ada dalam
SPOP diisi dengan jelas, benar, lengkap, serta
ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Dalam hal pengisian tersebut belum memenuhi
syarat scbagaimana yang telah ditentukan, agar
dikembalikan kepada petugas lapangan untuk
dilengkapi.

c. Selain itu SPOP dicocokkan dengan sket/peta
blok/ZNT agar data atributik yang telah dicatat pada
SPOP sesuai dengan data grafisnya (posisi relatifnya
pada sket/peta blok).

d.Untuk SPOP Kolektif setelah selesai pelaksanaan
pengumpulan data perlu diadakan verifikasi hasil
pckerjaan lapangan olch petugas Kantor Pelayanan
PBB dengan didampingi kepala desa/perangkat
desa/pemuka masyarakat/wajib pajak.

Kegiatan verifikasi lapangan meliputi :

(i) Mencocokkan nama wajib pajak, data objek dan
subjek pajak termasuk rincian data dalam LSPOP
Kolektif;

(i) Mencocokkan letak relatif objek pajak pada
konsep sket/peta blok dan batas ZNT;

Apabila terjadi perubahan /kesalahan data, petugas

verifikasi lapangan segera melakukan perbaikan data

dan menandatanganinya dengan sepengetahuan
kepala desa. Hasil pelaksanaan verifikasi lapangan
dituangkan dalam formulir sebagaimana Lampiran

XIL

2. Penelitian Net Konsep Sket/Peta Blok dan Net Konsep
sket/ Peta ZNT

a. Penelitian  ini dimaksudkan agar net konsep
sket/peta Dblok vang dibuat telah ~memenuhi
spesifikasi teknis yang ditentukan, seperti halnya
penulisan NOP, penentuan batas blok, ukuran peta,
skala peta, legenda, dan keterangan-keterangan lain
vang diperlukan untuk pembuatan sket/peta blok.

b Felanjuinya penehinan ini juga dimaksudkan agar net
konsep sket/peta ZNT tersebut telah dibuat arsun@
dengan  spesifiikas tekmis vang ditentukan, seperti
hatnya oenentuan  batas ZNT, pencantuman kode
ZHT, penalisan Nik, dan keterangan-keterangan lain
vang diperiukan untuk pembuatan sket/peta ZNT
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3. Penyempurnaan NIR dan ZNT

Jika berdasarkan hasil pekerjaan lapangan diperoleh
data pasar baru serta diketahui bahwa batas ZNT yang
terdapat dalam sket/konsep peta ZNT mengalami
perubahan, maka NIR beserta sket/konsep peta ZNT
dapat diubah berdasarkan data baru tersebut.
Pekerjaan penyempurnaan NIR dan ZNT sebagaimana
dimaksud di atas, selain dilaksanakan dalam satu paket
dengan kegiatan pembentukan basis data SISMIOP,
dapat juga dilaksanakan secara tersendiri serta
merupakan kegiatan rutin setiap tahun dalam upaya
penyempurnaan ZNT/NIR untuk menentukan
penggolongan NJOP bumi.

2.3. Pekerjaan Kantor
A. Penelitian Data Masukan

Penelitian ini dimaksudkan agar pengisian SPOP dan
formulir data harga jual diisi dengan benar, jelas, dan
lengkap serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang
bersangkutan. Sedangkan net konsep /peta blok digambar
sesuai dengan petunjuk teknis pengukuran dan
identifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal
pengisian/penggambaran tersebut belum memenuhi
syarat, maka data masukan tersebut harus dikembalikan

kepada petugas yang bersangkutan.

B. Pembendelan SPOP dan formulir-formulir data pasar

1. SPOP

a. Pembendelan SPOP dan data pendukgngnya penting
sekali untuk memudahkan penylmpanan dan
pencarian kembali apabila diperlukan. Cara
sederhana namun efektif adalah.dcngan memasang
nomor pengenal di setiap fom}th.SPO'P yang dljl.llﬁ
dalam setiap bendel yang berisi kira-kira 100 obje

b. gﬁﬁ{;nde}an SPOP tidak harus dikelompokkan
berdasarkan Kkriteria tertentu. (misalnya per blok)
tetapi dapat dibendel secara acak karena pengenalan
dan lokasi setiap formulir SPOP secara mudah dapat

. ari dengan menggunakan komputer. N

G :‘:t‘il;;)dbeﬁdel SF‘(f)[g’u diberi nomo:.' yang uni‘k. tt:l'l'(h!’l
atas schelas digit dengan sistematika sebagal benkhutn
(i). empat digit pertama menyatakan  tahu

pendataan.
(ii). empat digit
bendel.

selanjutnya merupakan nomor
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(ifi). tiga digit selanjutnya merupakan nomor urut
bendel.

Contoh: 2016.0002.003, 2016.0003.005, dst.

Nomor bendel ini dapat ditulis atau dicetak,

kemudian ditempatkan pada sudut kanan atas

halaman muka dan samping kiri ketebalan bendel.

d. Setiap formulir SPOP yang ada pada setiap bendel
diberi nomor berurutan pada sudut kanan atas yang
terdiri atas sebelas digit. Empat digit pertama
menyatakan tahun , empat digit kedua menyatakan
nomor bendel sebagaimana dimaksud pada huruf c,
sedangkan tiga digit terakhir menyatakan nomor urut
lembar SPOP dan lampirannya.

Contoh: 2016.0005.003, 2016.0015.009 dst

Penjilidan bendel sebaiknya menggunakan kertas
karton tipis yang ditutup dengan plastik untuk
melindungi dari debu dan memperlambat kerusakan.

2. Formulir-formulir data pasar

Formulir data pasar terdiri dari Formulir Data Harga
Jual, Formulir Pengumpulan Data Tanah, Formulir
Pengumpulan Data Transaksi, dan Daftar Upah Pekerja,
Harga Bahan Bangunan, dan Sewa Alat. Untuk
memudahkan menemukan kembali apabila diperlukan,
pembendelan formulir data pasar disesuaikan dengan
kelompoknya masing-masing. Untuk pemeliharaan
basis data, pembendelan SPOP dan formulir-formulir
data pasar dapat dilakukan setelah perekaman data.

C. Perekaman Data
1. Perekaman ZNT dan DBKB

Perekaman ZNT dilakukan dengan memasukkan kode
masing-masing ZNT beserta NIR-nya ke dalam
komputer.

Perekaman DBKB dilakukan dengan memasukkan
harga bahan bangunan dan upah pekerja dari setiap
wilayah daerah kabupaten/kota ke dalam komputer.
Perekaman ZNT dan DBKB harus dilakukan terlebih
dahulu sebelum dilakukan perekaman SPOP.

2. Perekaman SPOP

a.SPOP yang sudah dibendel diserahkan kepada
masing-masing Operator Data Entry atau operator
console untuk direkam ke dalam komputer. Proses
penerimaan dan perekaman SPOP dikoordinir oleh
Operator Console.
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b. Perekaman  datn dilakannalkan  aectinp  hari,  dan
apabila jumlah yang akan direlkam culeup banyal,
perekaman  dapnt dilnksanalkan ainng dan malam
Untuk itu  perlu  dibuatkan  jadwal  penugasan
Operator Data Entry.

D. Pengawasan Kunlitas Data

1. Validasi DHR

a. Kegiatan ini  dimaksudkan untuk  memeriksa
kebenaran perckaman data dari SPOP ke dalam
komputer yang dilaksanakan oleh petugas yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang,

b. Petugas Pemeriksa memberi tanda dengan warna
tertentu, misalnya merah, atas setiap kesalahan yang
ditemui dalam DHR.

c. Petugas  pemeriksa membuat Daftar Hasil
Pemeriksaan DHR yang memuat nomor urut, NOP,
jenis kesalahan, dan keterangan lainnya. Daftar
tersebut ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan
diserahkan kepada petugas perckam data melalui
Kepala Seksi Pendataan.

Contoh formulir Daftar Hasil Pemeriksaan dapat
dilihat pada Lampiran XIII.

d. Hasil Pemeriksaan tersebut dijadikan bahan untuk
membetulkan kesalahan yang terjadi dalam
perekaman data.

e. Bahan yang dijadikan acuan dalam pemeriksaan
DHR adalah SPOP, peta blok, dan peta ZNT yang
bersangkutan.

f validasi hasil rekaman dapat juga dilaksanakan
tanpa melalui hasil cetakan (hard copy) DHR, yaitu
lJangsung dari SPOP ke layar komputer (screen).
Kegiatan tersebut dilakukan oleh bukan petugas yang
merekam data dari desa/kelurahan yang sedang
divalidasi, tetapi harus dilakukan oleh petugas lain.

2. Penggunaan Hasil Validasi

a. Mencocokkan Peraturan Bupati dengan peta ZNT,
untuk mengetahui kebenaran dan kesamaan kode
ZNT dan NIR yang ada pada Lampiran SK Bupati
tersebut yang tidak tercatat pada peta ZNT.

b. Mencocokkan jumlah objek pajak yang telah dirckam
dengan objek pajak yang terdapat di lapangan/peta
blok.
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objek-objek pajak yang tidak

c. Mengetahui
pajak, agar

dikenakan/dikecualikan dari pengenaan
tidak diterbitkan SPPT atas objek dimaksud.
d. Mengetahui objek-objek janggal untuk diteliti ulang.

Penyimpanan Bendel

Bendel-bendel SPOP dan formulir-formulir data pasar yang
telah dirckam ke dalam komputer, disimpan pada rak
bertingkat dan terbuka yang dapat dicapai dari dua sisi
dengan jarak antar rak kira-kira 45 cm. Letak bendel-
bendel SPOP dalam rak disusun sesuai dengan urutan
nomor bendel, sehingga memudahkan penempatan dan
pencarian kembali apabila diperlukan (terutama apabila
ada wajib pajak yang mengajukan keberatan).
Penatausahaan bendel-bendel SPOP dan bendel formulir-
formulir data pasar dilakukan oleh petugas yang ditunjuk
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembuatan dan Penyimpanan Sket/Peta

1. Pembuatan Sket/ Peta Blok

Petugas lapangan setiap hari menggambar hasil ukuran
di lapangan pada net sket/peta blok (pada milimeter
blok) per bidang objek pajak. Yang digambarkan pada
peta blok, selain batas penguasaan/pemilikan tanah
(dengan garis tegas), juga batas bidang bangunan
(dengan  garis putus-putus).  Petugas gambar
memindahkan sket/peta blok dari milimeter blok ke
drafting film sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemetaan
PBB. Sket/peta blok yang sudah selesai digambar
kemudian di lichtdruk/fotocopy. Selanjutnya pada peta
blok hasil lichtdruk/ fotocopy tersebut
digambar/ditegaskan batas ZNT yang ada dalam blok
serta kode dari ZNT yang bersangkutan.

Untuk menunjang pelaksanaan aplikasi SIG PBB
diusahakan pengadaan peta yang mempunyai grid dan

koordinat.

). Pembuatan Sket/ Peta Desa/Kelurahan

Sket/peta  desa/kelurahan dibuat  berdasarkan
sket/peta blok yang ada pada drafting film/kalkir
dengan cara menggambar batas bloknya. Yang perlu
diperhatikan dalam penggambaran sket/peta
desa/kelurahan adalah pada waktu penyesuaian batas-
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batas blok. Detail yang digambar pada peta
desa/kelurahan adalah jaringan jalan, sungai, batas
wilayah administrasi pemerintahan, dan batas blok.
Tata cara pembuatan sket/peta desa/kelurahan dapat
dilihat pada Petunjuk Teknis Pemetaan PBB.

Untuk menunjang pelaksanaan aplikasi SIG PBB
diusahakan pengadaan peta yang mempunyai grid dan
koordinat.

. Pembuatan Peta Digital

Pekerjaan pembuatan peta digital untuk keperluan
aplikasi SIG PBB dapat dilakukan sepanjang sarana
dan prasarana pendukung telah tersedia.

. Pembuatan Sket/peta ZNT

Tata cara pembuatan konsep sket/peta ZNT dijelaskan
dalam Lampiran 1l butir 3.3 Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pendaftaran, Pendataan dan Penaksiran PBB P-2
Prosedure Tata cara Penilaian Objek dan Subjek PBB P-
2 huruf A angka 1 tentang Pembuatan Konsep
Sket/Peta ZNT dan Penentuan NIR.

. Penyimpanan Sket/Peta

a. Sket/peta yang digambar di atas drafting film/kalkir
disimpan di dalam lemari gantung peta yang dapat
memuat segala jenis sket/peta. Pada kanan atas
gantungan sket/peta diberi indeks yang diambil dari
kode wilayah sesuai dengan jenis sket/peta yang
bersangkutan. Apabila sket/peta tersebut terdiri atas
lebih dari satu lembar, di belakang kode wilayah
dimaksud diberi tanda jumlah lembar.

b. Sistematika indeks sket/peta ditentukan sebagai
berikut:

(i). Sket/peta desa/kelurahan dan ZNT

00.00.000.000.{00)

| I—— Nomor Lembar Sket/Peta

Kode Desa/Kelurahan
Kode Kecamatan

o Kode Daerah
Kabupaten/Kota

Kode Daerah Propinsi
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(ii).Sket /peta blok

00.00.00.000.000.(00)

' I'———‘ Nomor Lembar Sket/Peta

Nomor Blok
- Kode Desa/Kelurahan

Kode Kecamatan
Kode Daerah
Kabupaten/Kota
Kode Daerah Propinsi

c. Khusus pada penyimpanan sket/peta b]ok,‘ setiap
gantungan sket/peta blok lembar pertama dltempe1
karton berwarna bertuliskan indeksnya sebagax
penunjuk, batas setiap desa/kelurahan. Pada setiap
gantungan sket/peta blok lembar pertama untuk
kelurahan dalam setiap kecamatan, ditempel karton
berwarna lain yang bertuliskan sket/peta tersebut
sebagai batas dari setiap kecamatan.

d. Sket/peta yang disimpan tersebut di atas agar
dibuatkan buku penjagaannya untuk mengetahui
jenis dan jumlah lembar sket/peta yang ada.

e. Sket/peta blok hasil lichtdruk/fotocopy dibendel per
desa/kelurahan, diberi identitas dan kode wilayah
administrasi  pemerintahannya, dan  disusun
berurutan sesuai dengan kode wilayah
desa/kelurahan, serta disimpan pada lemari peta
yang cocok untuk itu. Peta ini merupakan peta kerja
bagi setiap keperluan administrasi PBB. Perubahan
data grafis pada peta ini dilaksanakan oleh petugas
khusus yang ditunjuk Kepala DISPENDA.

G. Pemutakhiran Data

S_elama _dalam proses pembentukan basis data
d:r_nungkmkan terfjadi perubahan objek pajak, subjek
pajak, atau zona nilai tanah. Setiap terjadi perubahan

harus dilaporkan secara hirarkis se i
' suai dengan
kendali pengawasan. s remtang

Dalam hal terjadi pe
atas, maka pemutak
sebagai berikut :

n!bahan sebagaimana dimaksud dj
hiran datanya dapat dilaksanakan

1. Perubahan Data Objek Pajak

a. ::rr:hahnn data objek pajak dapat terjadi antara lain
na perubahan nama subjek pajak, kesalahan

jek  pajak, ,
penggabungan bidang objek Saj}ak. PETTECARE. it
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. Setiap terjadi perubahan data objek paink khususnva
perubahan yang berhubungan dengan karakteristik
objek  pajnk,  agar dibuntkan  SPrOP. Untulk,
membedakan  dengan  SPOP yvang  telnh dibunt
terdahulu atas objek pajak vang berubah, maka pada
SPOP tersebut diberi tanda "PERBAIKAN". Pemberian
tanda dimaksud dapat ditulis tangan atau dicap.

¢. Khususnya perubahan  data  objek  pajak  karena
adanya  pemecahan  bidang  harus disertakan
informasi grafisnva. Dalam hal tidak disertai dengan
informasi grafisnya, maka perlu dindakan peninjauan
ke lapangan. Hal ini sangat diperlukan guna
menentukan NOP bagi pecahan bidang objek pajak
dimaksud.

d. Setelah diteliti seperlunya, maka SPOP yang diberi
tanda “PERBAIKAN" tersebut dibendel secara khusus
dan selanjutnya diadakan pemutakhiran datanva
pada komputer.

e. Pemutakhiran data yang menyangkut  data
karakteristik objek pajak dilakukan per bidang objek
pajak.

2. Perubahan NIR dan/atau kode ZNT

a. Setiap perubahan NIR agar dibuatkan daftar
perubahannya sebagaimana Lampiran XIV. Dalam
daftar perubahan tersebut dicatat kode ZNT-nya, NIR
lama, dan NIR vang baru.

b. Apabila terjadi perubahan NIR yvang mengakibatkan
perubahan batas ZNT, maka disamping dibuat daftar
perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir (a),
juga dibuatkan daftar perubahannya dalam Formulir
Pemutakhiran Kode Zona Nilai Tanah. Dalam daftar
tersebut dicatat NOP-NOP yang termasuk dalam ZNT
Jama maupun yang baru.

Contoh Formulir Pemutakhiran Kode Zona Nilai Tanah
dapat dilihat pada Lampiran XV.

c. Setelah  diteliti seperlunya, maka daftar-daftar
sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) di atas

dibendel, dan selanjutnya diadakan pemutakhiran
data pada komputer.

Perubahan data lainnya, misalnya penulisan nama jalan
dan sebagainya, dapat dilaksanakan pada DR vang
diterbitkan sehubungan dengan standarisasi nama jalan
atau persiapan pembuatan Lampiran Surat _chutusan
Kepala Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Pajak tentang
klasifikasi NJOP.

Setiap terjadi perubahan khususnya vang mon_\'nng?kut
perubahan NOP dan ZNT, selain diadakan pemutakhiran
datanya pada komputer, juga diadakan perubahan pada
peta-peta vang berkaitan dengan prrulmlmn-porulmhnn
dimaksud.
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H. Produk Keluaran

1. Peta Dlok Manual dan/atan Digital
2. Peta Desa/Kelurahan Manual dan/atau Digital

3. Peta ZNT

4. DHR vang telah divalidasi

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEP@TJK’%& IAN HUKUM
' (AL KOTIM,

oy
CHAIRUB-HUDAEKO YULIANTO, SH
Pembina Tingkat |

NIP 19620701 198903 1 014

Ttd

SUPIAN HADI

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN,
PENDATAAN DAN PENILAIAN SUBJEK DAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

PROSEDUR/ TATA CARA PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAAN

3. PENILAIAN
3.1. JENIS-JENIS OBJEK PAJAK
A. OBJEK PAJAK UMUM
Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki
konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan
kriteria-kriterin tertentu, Objek pajak umum terdiri atas :

1. Objek Pajak Standar

Objek Pajak Standar adalah objek-objek pajak yang
memenuhi kniteria-kriteria sebagai berikut :

a. Tanah : < 10.000 m?
b. Bangunan tJumlah lantai < 4
c. Luas bangunan : < 1.000 m?

2.0bjek Pajak Non Standar

Objek Pajak Non Standar adalah objek-objek pajak yang
memenuhi salah satu dari  kriteria-kriteria sebagai

berikut :

a. Tanah 1> 10.000 m?

b. Bangunan s Jumlah lantai > 4
c. Luas bangunan : > 1.000 m?

B. OBJEK PAJAK KHUSUS

Obtek Pajak Khusus adalah objek pajak vang memiliki
konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang
khusus seperti © lapangan golf, pelabuhan laut, pelabuhan
udara, jalan tol, pompa bensin , mall, hotel, ruko dan lain-
lam

3.2. PENDEKATAN DAN CARA PENILAIAN
A. PENDERATAN PENILAIAN
Sehagaimana Jimaksudkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-

undang Nemor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dengan Updang Undang Nomor 12 tahun 1994, maka
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dalam penentuan NJOP dikenal tiga pendekatan penilaian,
yaitu :

1. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach),

2. Pendekatan Biaya (Cost Approachy,

3. Pendekatan kapitalisasi pendapatan Income Approach),

1. Pendekatan Data Pasar

Pendekatan data  pasar dilakukan dengan cara
membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan
objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah
diketahui  dengan  melakukan penyesuaian yang
dipandang perlu. Persyaratan utama yang harus
dipenuhi dalam penerapan, pendekatan ini adalah
tersedianya data jual beli atau harga sewa yang wajar.
Pendekatan data pasar terutama diterapkan untuk
penentuan NJOP bumi, dan untuk objek tertentu dapat
juga dipergunakan untuk penentuan NJOP bangunan.

2.Pendekatan Biaya

Pendekatan  biaya digunakan untuk penilaian
bangunan, yaitu dengan cara memperhitungkan hiaya-
biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru
objek yang dinilai dan dikurangi penyusutan. Perkiraan
biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya setiap
komponen utama bangunan, material dan fasilitas
lainnya.

3. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan

Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan
cara menghitung atau memproyeksikan seluruh
pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari
objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan,
biaya operasi dan/atau hak pengusaha. Selanjutnya
dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi
tertentu. Pendekatan ini pada umumnya diterapkan
untuk objek-objek komersial, yang dibangun untuk
usaha/menghasilkan  pendapatan  seperti  hotel,
apartemen, gedung perkantoran yang disewakan,
pelabuhan udara, pelabuban laut, tempat rekreasi dan
lain sebagainya. Dalam penentuan NJOP, penilaian
berdasarkan pendekatan kapitalisasi  pendapatan
dipakai juga sebagai alat penguji terhadap nilai yang
dihasilkan dengan pendekatan lainnya.

. CARA PENILAIAN

Mengingat jumlah objck pajak yang sangat banyak dan
menyebar di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan jumlah
tenagn penilai dan waktu penilaian dilakukan yang
tersedin sangat terbatas, maka pelaksanaan dengan dua
cara (Lampiran XVI}, yaitu:
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1. Penilaian Masaal

Dalam sistem ini NJOP bumi dihitung berdasarkan NIR
yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan  NJOP
bangunan dihitung berdasarkan DBKB. Perhitungan
penilaian massal dilakukan terhadap objek pajak
dengan menggunakan program komputer konstruksi
umum (Computer Assisted Valuation/CAV).

2.Penilaian Individual

Penilaian Individual diterapkan untuk objek pajak
dengan kriteria sebagai berikut :
a. Luas Objek pajak
1) Luas tanah lebih dari 10.000 m2
2) Jumlah lantai lebih dari 4 lantai.
3) Luas bangunan lebih dari 1.000 m2
b. Objek pajak yang nialaianya sama dengan atau lebih
dari Rp.1.000.000.000,-
c. Objek pajak khusus.

Baik objek pajak khusus, ataupun objek pajak umum
yang telah dinilai dengan CAV namun hasilnya tidak
mencerminkan nilai yang sebenarnya  karena
keterbatasan aplikasi program. Proses penilaiannya
adalah dengan memperhitungkan seluruh karakteristik
dari objek pajak tersebut.

Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan
menggunakan SPOP dan LSPOP, sedangkan untuk
data-data tambahan dengan menggunakan LKOK
ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung
informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-
masing objek pajak. Proses penghitungan nilai akan
diatur lebih lanjut melalui perbub tentang Penilaian
Objek Khusus.

3.3. PELAKSANAAN PENILAIAN

A. PENILAIAN MASSAL

1. PENILAIAN TANAH

1.1 Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT dan
Penentuan NIR

a. Batasan-batasan dalam Pembuatan Sket/peta
ZNT
(iy  ZNT dibuat per kelurahan/desa.
(i)  Pengisian NIR tanah ditulis dalam ribuan
rupiah.
Contoh :
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0.60 |

No NIR * Penulisan ]
I | Rp. 1.500.000 | 1500 |
2 | Rp. 220.000 ; 220
3 | Rp. 22.500 j 22,50 |
4 | Rp. 600 |

|

(iii). Qaris batas setiap ZNT diberi warna yang
berbeda sehingga jelas batas antar ZNT.

b. Bahan-bahan yang Diperlukan

(i) Peta kelurahan/desa yang telah ada batas-

batas bloknya.
Peta dimaksud disalin/difoto copy 2 (dua)
lembar. Satu lembar untuk konsep peta ZNT
dan satu lembar lagi untuk pembuatan peta
ZNT akhir.

(i) File data tahun terakhir serta DHKP.

Data ini diperlukan untuk standardisasi
nama jalan.

(i) Buku Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak
(Keputusan Kakanwil DJP) tahun terakhir.
Data ini dipakai untuk pembanding dalam
penentuan NIR tanah dan sebagai bahan
standardisasi nama jalan.

(iv) Alat-alat tulis termasuk pensil pewarna.

c. Proses Pembuatan Sket/Peta ZNT

(i Tahap Persiapan

Tahapan persiapan meliputi kegiatan-

kegiatan :

1) Menyiapkan peta yang diperlukan dalam
penentuan NIR dan pembuatan ZNT,
meliputi Peta Wilayah, Peta
Desa/Kelurahan, Peta Zona Nilai Tanah
dan Peta Blok.

2) Menyiapkan data-data  dari  Kantor
Pelayanan PBB yang diperlukan, seperti
data dari laporan Notaris/PPAT, data NIR
dan ZNT lama, SK Kakanwil tentang
Klasifikasi dan Penggolongan NJOP Bumi
dan sebagainya.

3) Menyiapkan data-data yang berhubungan
dengan teknik penentuan nilai tanah,
seperti data Jenis Penggunaan Tanah dari
BAPPEDA dan data potensi
pengembangan wilayah  berdasarkan
Rencana Kota.

4) Pembuatan rencana pelaksanaan meliputi
personil, biaya serta jadwal kegiatan
dengan mengacu pada keputusan ini,
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(i)

(iii)

(iv)

Pengumpulan data harga jual

1). Data harga jual adalah informasi
mengenai harga transaksi dan/atau
harga penawaran tanah dan/atau
bangunan.

2). Sumber data berasal dari PPAT, notaris,
lurah/kepala desa, agen properti,
penawaran penjualan properti melalui
majalah, brosur, direktori, pameran dan
sebagainya.

3). Data lapangan yaitu data harga jual
yang diperoleh di lapangan merupakan
data yang dianggap paling dapat
dipercaya akurasinya. Oleh karena itu
pencarian data langsung ke lapangan
harus dilakukan baik untuk
memperoleh data-data baru maupun
mengecek data-data yang diperoleh di
kantor.

4). Semua data harga jual yang diperoleh
harus ditulis dalam Formulir 1 : Data
Transaksi Properti (Lampiran XVII)

5). Dalam rangka pengumpulan data harga
jual, juga diadakan inventarisasi nama-
nama jalan yang ada di setiap
desa/kelurahan. Penulisan nama jalan
disesuaikan dengan Standar Baku
Penulisan Nama-nama Jalan
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran
XVIIL

Kompilasi Data
1) Data yang terkumpul dalam masing-

masing kelurahan/desa harus
dikelompokkan menurut jenis
penggunaannya karena jenis
penggunaan tanah/bangunan

merupakan variabel yang signifikan
dalam menentukan nilai tanah.

2) Kompilasi juga diperlukan berdasarkan
lokasi data untuk memudahkan tahap
analisis data.

Rekapitulasi Data dan Plotting Data

Transaksi pada Peta Kerja ZNT

1) Semua data yang diperoleh harus
rekapitulasi dalam Formulir 2
Rekapitulasi Data Transaksi (Lampiran
XVII).

2) Nomor Data yang tertulis pada Formulir
1 harus sama persis dengan nomor yang
tertulis pada Formulir 2. Selanjutnya
nomor ini akan berfungsi lebih lanjut
sebagai alat untuk mengidentifikasi
lokasi Jdala pada Peta Taburan Data.
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3) Penyesunian terhadap walkdu dan jenis
data gunakan pada Formulir 3 @ Annalisa
bumi per m?2 di:

- Penyesuaian terhadap wiktu
dilakukan dengan  membandingkan
walktu transaksi dengan keadaan per
1 Januari tahun pajak
bersangkutan,

- Penyesuaian terhadap faktor wakiu
dilakukan dengan mengacu  pada
faktor-faktor yang mempengaruhi
fluktuasi nilai preperti dalam kurun
waktu yang dianalisis, seperti
keadaan pasar properti, keadaan
ckonomi, tingkat inflasi, tingkat
suku bunpga dan faktor lain yang
berpengaruh, Perubahan nilai tanah

tersebut adalah cenderung
meningkat. Oleh karena itu perlu
dibuat penyesuaian dengan

menambah  persentase antara 2%
s/d 10% per tahun.

- Penyesuaian terhadap jenis data
diperlukan untuk memenuhi
ketentuan Nilai Pasar sebagaimana
prinsip-prinsip penilaian yang
herlaku. Misalnya data
hipatik/agunan di  bank, data
penawaran, data dari PPAT/Notaris
yang tidak sepenuhnya
mencerminkan Nilai Pasar harus
disesuaikan., Besar penyesuaian
sangat tergantung pada tingkat
akurasi data dan keadaan di
lapangan. Variasi bhesarnya
persentasc penyesuaian antara
penilai satu dengan yang lain tidak
dapat dihindari dan tetap
dibenarkan asalkan tidak
menimbulkan  penyimpangan  yang
terlalu jauh dari Nilai Pasar, Untuk
mendapatkan nilai tanah data yang
digunakan adalah data transaksi
jual beli yang memenuhi  unsur
pasar wajar. Oleh karena itu data
harga penawaran perlu disesunikan
denpan mengurangkan dalam
persentase 5% s/d 20% sesual
dengan analisis di lapangan. Untuk
data hipotik  disesuaikan dengan
menambah dalam persentase 10 %
a.¢] 35% sesuni analisis di lapangan,

Anpkn persentane penyesuninn
dintas bukan merupakan angka yang,
mutlak.  Persentase  penyesuainn
harua berdasarkan kepada
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kenyatan, data dan fakta di lapangan
dan dianalisis terlebih dahulu,
sehingga di setiap wilayah dapat
berbeda.

(v} Menentukan Nilai Pasar tanah per meter
persegi
1) Tanah kosong, Nilai Pasar dibagi luas
tanah dalam satuan meter persegi
2) Tanah dan bangunan;
- Menentukan nilai bangunan dengan
menggunakan DBKB setempat
- Nilai Pasar dikurangi nilai bangunan
diperoleh Nilai Pasar tanah kosong
untuk kemudian dibagi luas tanah
dalam satuan meter persegi

(vij Membuat batas imajiner ZNT

Batas imajiner dituangkan dalam konsep

peta ZNT yang telah berisi taburan data

transaksi. Prinsip pembuatan batas imajiner

ZNT adalah:

1) Mengacu pada peta ZNT lama bagi
wilayah yang telah ada peta ZNT-nya.

2) Mempertimbangkan data transaksi yang
telah dianalisis yang telah diplot pada
peta kerja ZNT.

3) Pengelompokan persil tanah dalam satu
ZNT dengan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut :

- Nilai Pasar Tanah yang hampir sama

- Memperoleh akses fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang sama

- Aksesibilitas yang tidak jauh berbeda

- Mempunyai potensi nilai yang sama

(vii) Analisis Data Penentuan NIR
1) Analisis data dilakukan berdasarkan
Zona Nilai Tanah, sehingga untuk ZNT
yang berbeda harus menggunakan
halaman baru Formulir 4, 5 dan 6
(masing-masing pada Lampiran XVII).
Data-data yang dianalisis untuk
memperoleh Nilai Indikasi Rata-rata
(NIR) dalam satu ZNT harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :
- Data relatif baru
Data Transaksi atau penawaran yang
wajar
Lokasi yang relatif berdekatan
Jenis penggunaan tanah/bangunan
vang relatif sama
Memperoleh fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang relatif sama
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2) Penyesuaian nilai tanah dan penentuan
NIR
Sebelum menentukan NIR pada masing-
masing ZNT, nilai tanah yang telah
dianalisis pada Formulir 3 (Lampiran 16)
disesuaikan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Untuk ZNT yang memiliki data
transaksi lebih dari tiga penentuan
NIR dilakukan dengan cara merata-
rata data transaksi tersebut dengan
menggunakan Formulir 5 (Lampiran
XVII).

b. Untuk ZNT yang hanya memiliki
satu data transaksi NIR ditentukan
dengan cara mempertimbangkan
data transaksi dari ZNT lain yang
terdekat dengan  menggunakan
Formulir 4 setelah dilakukan proses
penyesuaian seperlunya

c. Untuk ZNT yang tidak memiliki data
transaksi , penentuan NIR dapat
mengacu pada NIR di ZNT lain yang
terdekat dengan melakukan
penyesuaian faktor lokasi, jenis
penggunanan tanah dan keluasan
persil sebagaimana pada Formulir 6
(Lampiran XIX).

(viii) Pembuatan Peta ZNT Akhir

1) Tahap ini dilaksanakan setelah selesai
pengukuran bidang milik dalam satu
kelurahan/desa

2) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis
bidang milik dan tidak boleh memotong
bidang milik

3) Cantumkan NIR (nilai tanah hasil
analisis dari Formulir 5 atau 6 bukan
nilai tanah hasil klasifikasi NJOP) dan
kode ZNT pada peta kerja.

4) Peta ZNT akhir diberi warna yang
berbeda pada setiap garis batas ZNT.

(ix) Pemberian warna garis batas ZNT dan

pencantuman angka NIR dalam peta kerja

1). Garis batas imajiner ZNT pada peta
kerja diberi warna yang berbeda
schingga jelas batas antar ZNT.

2). Untuk setiap ZNT dicantumkan angka
NIR-nva.

3). NIR dicantumkan sebagaimana hasil
analisis, bukan dalam bentuk ketentuan
nilat jual bumi.
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(x) Membuat kode ZNT untuk masing-masing

ZNT dalam peta kerja.

1). Untuk setiap ZNT dibuat kode ZNT dan
ditulis tepat di bawah angka NIR.

2). Kode ZNT dibuat pada peta kerja,
dimulai dari sudut kiri atas (sudut
TIMUR laut) berurutan mengikut bentuk
spiral.

3). Setiap ZNT diberi  kode dengan
menggunakan kombinasi dua huruf,
dimulai dari AA s/d ZZ.

4). ZNT yang memiliki NIR sama, jika
dipisahkan oleh ZNT lain harus
dibuatkan kode ZNT yang berbeda.

(xi) Pengisian Formulir ZNT
ZNT yang telah diberi kode dan telah
ditentukan NIR-nya, datanya diisikan pada
Formulir ZNT.

(xii) Membuat sket/peta ZNT akhir

1). Tahap ini dilaksanakan setelah selesai
pengukuran bidang objek pajak dalam
satu kelurahan/desa.

2). Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis
bidang objek pajak tetapi tidak boleh
memotong bidang objek pajak.

3). Untuk mempermudah penentuan batas
ZNT sesuai garis bidang objek pajak,
terlebih dahulu dibuat sket/peta ZNT
blok yang selanjutnya dipindahkan ke
dalam sket/peta ZNT desa/kelurahan.

4). Cantumkan NIR dan kode ZNT sesuai
dengan NIR dan ZNT pada peta kerja,
ZNT yang telah diberi kode dan
ditentukan NIR-nya, datanya diisikan
pada formulir ZNT.

5). Sket/peta ZNT akhir di beri warna pada
setiap garis batas ZNT.

6). Sket/peta  ZNT akhir merupakan
lampiran Keputusan Kakanwil DJP
tentang besarnya NJOP sebagai dasar
pengenaan PBB. Dalam hal ini sket/peta
ZNT tersebut diperkecil dengan cara
fotokopi (lichtdruk) dari tidak perlu diberi
warna, namun kode ZNT dan NIR harus
jelas.

2. Penyusunan DBKB
a. Metode
Untuk menyusun/membuat DBKB digunakan metode

survai kuantitas terhadap model bangunan yang
dianggap dapat mewakili kelompok bangunan
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tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan
analisis BOW.

Dengan metode survei kuantitas dan dasar
perhitungan analisis BOW yang merupakan
perhitungan dengan pendekatan biaya, akan
diperoleh biaya pembuatan baru/biaya penggantian
baru dari bangunan. Sehubungan dengan kebutuhan
program komputer (CAV), maka biaya komponen
bangunan perlu dikelompokkan ke dalam biaya
komponen utama, komponen material dan komponen
fasilitas bangunan. Metode survai kuantitas dipilih
menjadi dasar metode yang dipergunakan karena
metode inilah yang paling mendasar bila
dibandingkan dengan metode-metode perhitungan
yang lain, seperti metode unit terpasang, metode
meter persegi dan metode indeks.

Perhitungan harga satuan pekerjaan memakai
analisis BOW karena cara ini merupakan satu-
satunya cara untuk mendapatkan keseragaman
menghitung biaya pembuatan baru bangunan.
Karena cara ini akan memberikan hasil yang lebih
tinggi bila dibandingkan dengan cara perhitungan
biaya pemborongan pekerjaan di lapangan, maka
dalam perhitungan ini digunakan faktor koreksi.

. Pengelompokan Bangunan

Penerapan DBKB tersebut dikelompokkan
berdasarkan jenis penggunaan bangunan sesuai
dengan tipe konstruksinya, yaitu :

a. Jenis Penggunaan Bangunan 1 (JPB 1)

perumahan

b. Jenis Penggunaan Bangunan 2 (JPB 2)
perkantoran

¢. Jenis Penggunaan Bangunan 3 (JPB 3)
pabrik

d. Jenis Penggunaan Bangunan 4 (JPB 4}
toko/ apotik / pasar/ruko

¢. Jenis Penggunaan Bangunan 5 (JPB 5)
rumah sakit/ klinik

f Jenis Penggunaan Bangunan 6 (JPB 6)
olah raga/ rekreasi

g Jenis Penggunaan Bangunan 7 (JPB 7)
hotel /restoran/ wisma

h. Jenis Penggunaan Bangunan 8 (JPB 8)
bengkel/ gudang/ pertanian

1 Jenis Penggunaan Bangunan 9 (JPB 9)
gedung pemerintah

j  Jems Penggunaan Bangunan 10 (JPB 10)
lain-lain

k  Jenis Penggunaan Bangunan 11 (JPB 11)
bangunan tidak kena pajak

| Jenis Pengpunaan Bangunan 12 (JPB 12)
bangunan parkir
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o |
-

m. Jenis Penggunaan Bangunan 13 (JPB 13)
apartemen/ kondominium

n. Jenis Penggunaan Bangunan 14 (JPB 14)
pompa bensin (kanopi)

o. Jenis Penggunaan Bangunan 15 (JPB 15)
tangki minyak

p. Jenis Penggunaan Bangunan 16 (JPB 16)
gedung sckolah

Konstruksi bangunan sebagai satu kesatuan terdiri
dari beberapa biaya satuan pekerjaan. Biaya satuan
pekerjaan tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga)
komponen, yaitu biaya komponen utama, biaya
komponen material dan biaya komponen fasilitas.
Keseluruhan komponen tersebut disusun dalam
suatu daftar yang dimainkan DBKB.

c. DBKB Standar
(i) Tahapan Pembuatan DBKB

Tahap 1 : Menentukan dan membuat tipikal
kelompok bangunan sebagai model yang dianggap
dapat mewakili bangunan yang akan dinilai.
Kriteria untuk menentukan kelompok bangunan
dapat ditinjau dari segi arsitektur, tata letak dan
mutu bahan bangunan, konstruksi serta luas
bangunan. Oleh karena itu dalam tahap 1 ini
pekerjaan utama yang harus dilakukan adalah
menentukan/ membuat model bangunan.

Menu layanan model-model tersebut tersedia di
dalam program komputer.

Tahap 2 :  Menghitung volume setiap
jenis/item pekerjaan untuk setiap model
bangunan. Perhitungan volume ini dilakukan
dengan mengukur/ menghitung panjang, luas
atau isi dari setiap jenis pekerjaan sesuai dengan
satuan yang dipakai atas dasar data yang
terkumpul, baik dari gambar denah, tampak,
potongan atau peninjauan langsung ke lapangan.
Pengukuran/ perhitungan atas dasar data yang
berupa gambar, harus diperhatikan skala yang
dipakai.

Tahap 3 : Mengumpulkan data upah
pekerja dan harga bahan bangunan setempat.
Harga bahan bangunan dan upah tersebut
kemudian dianalisis untuk mendapatkan harga
pasar vang wajar, dalam arti harga/upah tersebut
tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah serta
berlaku standar di kawasan setempat. Data
dimaksud agar dikumpulkan dengan
menggunakan formulir Lampiran XX.
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Tahap 4 : Harga baban bangunan dan upah
pekerja setempat yang sudah dianalisis (hasil
pekerjaan tahap 3) dimasukkan ke dalam formula
analisis BOW yang sudah tersedia dalam program
komputer (CAV), untuk mendapatkan harga
satuan pekerjaan.

Tahap 5 ¢ Memasukkan volume setiap jenis
pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 2) dan harga
satuan setiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan
tahap 4) ke dalam suatu format rencana anggaran
biaya bangunan agar diperoleh biaya dasar setiap
jenis pekerjaan atau biaya dasar total yang

dikeluarkan untuk pembuatan sebuah model
bangunan.

Tahap 6 : Melakukan pengelompokan biaya
dasar jenis pekerjaan pada tahap 5, yaitu
pengelompokan ke dalam komponen utama,
komponen material dan komponen fasilitas.
Pengelompokan ini ditujukan agar dapat
dibedakan antara biaya yang dikeluarkan untuk
pekerjaan struktur utama (komponen utama),
pekerjaan finishing arsitektural (komponen
material) serta pekerjaan tambahan lainnya yang
berkaitan dengan pekerjaan mekanikal/elektrikal,
perkerasan halaman, elemen estetika, lansekap
dan sebagainya (komponen fasilitas).

Tahap 7 : Melakukan penjumlahan dari
biaya setiap jenis pekerjaan dari masing-masing
komponen pada tahap 6 agar diperoleh biaya
dasar per komponen bangunan  untuk
keseluruhan model bangunan.

Tahap 8 * Membagi biaya dasar setiap
komponen bangunan dengan luas bangunan
keseluruhan untuk mendapatkan biaya dasar

setiap komponen bangunan per meter persegi
lantai bangunan.

Tahap 9 : Setelah diperoleh biaya dasar per
komponen bangunan maka dengan cara
menjumlahkan setiap komponen yang ada akan
diperoleh biaya dasar keseluruhan bangunan.
Selanjutnya untuk memperoleh Biaya Pembuatan
Baru  Bangunan maka perlu  dilakukan
penyesuaian  dengan cara mensubstitusikan
faktor-faktor biaya (FAKTOR PENYELARAS) yang
mempengaruhi biaya dasar bangunan ke dalam

perhitungan biaya dasar, bangunan yang telah
diperoleh.

Faktor-faktor penyelaras tersebut adalah -
1. Koreksi BOW.

2. Biava-biaya tak terduga proyek.
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3. Jasa pemborong.

4. PPN.

5. Jasa/fee konsultan perancang dan pengawas.
6. Perijinan.

7. Suku bunga kredit selama pembangunan.

Tahap 10 : Dengan mensubstitusikan faktor-
faktor penyelaras, hasil dari tahap 9, terhadap
biaya dasar setiap komponen bangunan per meter
persegi lantai bangunan maka akan diperoleh
biaya pembuatan baru setiap komponen
bangunan per meter persegi lantai bangunan.

Tahap 11 :  Penilaian terhadap suatu
bangunan dilakukan atas dasar biaya pembuatan
baru per meter persegi lantai bangunan setiap
komponen bangunan, setelah memperhitungkan
adanya faktor penyusutan .

(ii) Biaya Komponen Bangunan
1) Biaya Komponen Utama

Biaya konstruksi utama bangunan ditambah
komponen bangunan lainnya per meter persegi
lantai.

Unsur-unsur Komponen Utama :

1). Pekerjaan persiapan (pembersihan, direksi
keet, bouwplank).

2). Pekerjaan pondasi (mulai dari galian
pondasi sampai dengan wurugan tanah
kembali).

3). Pekerjaan beton/beton bertulang (termasuk
kolom dinding luar/dalam, lantai dan plat
lantai).

4). Pekerjaan binding luar (plester, pekerjaan
cat).

5). Pekerjaan kayu dan pengawetan termasuk
pekerjaan cat (kusen, pintu, jendela, kuda-
kuda dan rangka atap kecuali kaso dan
reng).

6). Pekerjaan sanitasi.

7). Pekerjaan instalasi air bersih.

8). Pekerjaan instalasi listrik.

9). Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Faktor
Penyelaras yang besarnya bergantung
kepada tipe dari tiap-tiap JPB, dari jumlah
1) sampai dengan 8).

2) Biaya Komponen Material Bangunan

Biava material atap, dinding, langit-langit dan
lantai per meter persegi lantai.
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Unsur-unsur Material Bangunan

a) ATAP

1. Bahan penutup atap.

2.Kaso, reng (aluminium foil, triplek jika
ada).

3. Upah.

4.Biava-biava yang dikeluarkan untuk
Faktor Penyelaras sebesar 38% dari jumlah
1) sampai dengan 3).

5.Faktor penyesuaian kemiringan atap
terhadap luas bangunan adalah 1,3 dan
1,2 untuk asbes dan seng (dapat
disesuaikan dengan kondisi kemiringan
atap di daerah).

b) DINDING (Dinding dalam tanpa pintu,

jendela)

1.Bahan dinding (plester luar/dalam dan
pekerjaan cat).

2. Upah.

3.Biaya-biayva vang dikeluarkan untuk
Faktor Penyelaras sebesar 38% dari jumlah
1) sampai dengan 2).

4. Faktor penyesuaian dinding bagian dalam
terhadap luas bangunan adalah 0,60.

¢) LANGIT-LANGIT
1. Bahan langit-langit (pekerjaan cat).
2. Rangka dan penggantung.
3. Upah.
4. Biayva-biava yang dikeluarkan untuk
Faktor Penvelaras sebesar 38 9% dar
jumlah 1) sampai dengan 3).

d) LANTAI
1. Bahan penutup lantai.
2.Spesi(3cm, 1:3)
3. Upah.
4, Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk
Faktor Penyelaras sebesar 38 9 dan
jumlah 1) sampai dengan 3).

3} Biaya Komponen Fasilitas Bangunan

Biaya-biava vang dikeluarkan untuk membayar
erlurun unsur-unsur pekerjaan vang berkaitan
dengan penvediaan fasilitas bangunan. Unsur-
unsur vang termasuk dalam komponen fasilitas
merupakan  komponen = ataupun = sarana
pelengkap <dari bangunan seperti : kolam
renang. lapangan tenis, AC, lift, tangga
berialan, genset, perkerasan baik halaman
maupun !antm1 untuk tujuan tertentu, elemen
eatetika dan lansekap. Setiap tahun DBKB
harus dimutakhirkan sesuai dengan perubahan
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e

hargn  jenia  bahan/material  bangunan  dan
upah  pekerjin  yang  berlaku  di - wilayah
Kotawaringin Timur.

d. DBKB Non Standar
(i) Proses penyusunan DBKB Non Standar

Untuk Objek Pajak Non Standar tahapan-tahapan
pembentukan DBKB-nya sedikit berbeda dengan
Objek Pajak Standar. Di mana nilai DBKB untuk
masing-masing JPB Non Standar tergantung pada
jenis komponen utama, material dan fasilitas yang
digunakan oleh bangunan tersebut. Konsep
penyusunan DBKB Non Standar disesuaikan
dengan sistem struktur bangunan yang telah
dijelaskan sebelumnya, di mana sistem struktur
dan substruktur sebagai komponen utama dalam
bangunan dijadikan satu rangkaian ke dalam
komponen utama. Sedangkan kedua komponen
lainnya merupakan sistem pendukung dari
komponen utama.

Adapun pengertian dari ketiga komponen tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Komponen utama, yaitu komponen penyusun
struktur rangka bangunan baik struktur atas
maupun struktur bawah, yang terdiri dar
pondasi, pelat lantai, kolom, balok, tangga dan
dinding geser,

2. Komponen material, vaitu komponen pelapis
(kulit) struktur rangka bangunan. Komponen
material bangunan dibedakan menjadi 7 (tujuh)
jenis, yaitu:

a) Material Dinding Dalam (MDD), merupakan
material pembentuk ruang (pemisah) dalam
struktur bangunan.

Contoh: Gypsum board, Plywood (kayu
lapis), Triplex dan Pasangan dinding bata,

b) Material Dinding Luar (MDL), merupakan
material pembentuk  bangunan  yang
berfungsi sebagai penutup (kulit) rangka
struktur bangunan bagian luar.

Contoh: Beton pra cetak, Kaca, Celcon
(cilicon block) dan Pasangan dinding bata,

¢) Pelapis Dinding Dalam (PDD), merupakan
material yang berfungsi sebagai pelapis
{(kulit) darn MDD.

Contoh: Kaca, Wallpaper, Granit, Marmer,
Keramik dan Cat.

d) Pelapis Dinding Luar (PDL), merupakan
material yang berfungsi sebagai pelapis
{kulitt MDIL..
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Contoh: Kaca, Granit, Marmer, Keramik dan
Cat.

¢) Langit-langit (LL), merupakan material
penutup rangka atap atau plat lantai bagian

bawah.
Contoh: Gypsum board, Akustik, Triplex

dan Eternite.

f) Penutup Atap (PA), merupakan material
penutup rangka atap bagian atas.
Contoh: Plat beton, Genteng keramik,

Genteng press beton, Genteng tanah liat,
Asbes gelombang, Seng gelombang, Genteng
sirap dan Spandek.

g) Penutup Lantai (PL), merupakan material
bangunan yang berfungsi sebagai pelapis
lantai.

Contoh: Granit, Marmer, Keramik, Karpet,

Vinil, Kayu (parquet), Ubin PC abu-abu,
Ubin teraso dan Semen.

3. Komponen fasilitas, yaitu merupakan
komponen  pelengkap fungsi  bangunan.
Komponen fasilitas ini dibedakan menjadi 22
jenis yaitu:

a) Air conditioner (AC), merupakan fasilitas
pendingin ruangan. Sistem pendinginan
dibedakan menjadi dua bagian :

« Sistem pendinginan terpusat (central), di
mana pengaturan sistem pendinginan
dilakukan terpusat pada satu ruang
kontrol,

« Sistem pendinginan unit, di mana sistem
pengontrol pendingin terdapat pada
masing-masing alat pendingin. Contoh :

1. AC split, merupakan AC per unit yang
memiliki 2 mesin yaitu blower dan
compressor,

2. AC window, merupakan AC per unit
yang pendingin dan compressornya
menyatu dan dipasang pada dinding
dengan cara membuat lubang,

3.AC floor, merupakan AC per unit
berbentuk lemari yang memiliki
kapasitas besar untuk mendinginkan
ruangan dengan luasan besar.

b) Elevator (lift), merupakan alat angkut
berbentuk ruangan kecil (kotak) yang
berfungsi  untuk sirkulasi barang atau
penumpang secara vertikal,

c¢) Eskalator, merupakan alat angkut berupa
tangpa  berjalan  yang berfungsi untuk
sirkulasi  penumpang  secara  vertikal
maupun horisontal,
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d)

g)

h)

j)

k)

)

o)

Pagar, merupakan fasilitas pemisah atau
pembatas bangunan,
Sistem proteksi api, merupakan fasilitas
proteksi terhadap bahaya kebakaran.
Terdiri dari:
e Hydrant, merupakan alat berupa pipa
untuk menyiram air,
e Splinkler, alat penyiram air otomatis yang
tergantung dari panas,
e Alarm kebakaran, merupakan alat
peringatan terjadinya kebakaran,
¢ Intercom, merupakan alat komunikasi
untuk peringatan jika terjadi kebakaran,
Genset, merupakan fasilitas pembangkit
tenaga listrik yang pada umumnya
digunakan sebagai tenaga listrik cadangan,
Sistem PABX, merupakan fasilitas
telekomunikasi di dalam gedung bertingkat.
Yang dimaksud sistem PABX disini adalah
jumlah saluran telepon di dalam gedung
yang dihasilkan oleh mesin PABX (saluran
extension),
Sumur  artetis, merupakan fasilitas
bangunan untuk penyediaan sarana air
bersih selain air yang berasal dari PAM,
kedalaman sumur ini pada umumnya lebih
dari 30 m,
Sistem air panas, merupakan fasilitas
bangunan untuk penyediaan sarana air
panas,
Sistem kelistrikan, merupakan fasilitas
instalasi sistem kelistrikan di dalam
bangunan,
Sistem perpipaan (plumbing), merupakan
fasilitas instalasi sistem perpipaan baik pipa
air kotor maupun air bersih di dalam
bangunan,
Sistem penangkal petir, merupakan fasilitas
untuk untuk menangkal sambaran petir
pada gedung-gedung tinggi,
Sistem pengolah limbah, merupakan
fasilitas untuk sistem pengolahan limbah
lingkup kecil yang terdapat di dalam
bangunan contohnya seperti septictank,
peresapan atau STP (sawage treatment
plant),
Sistem tata suara, merupakan fasilitas
untuk sistem instalasi tata suara di dalam
gedung,
Sistem video intercom, merupakan fasilitas
penghubung antar ruangan (lantai) dengan
ruang pemanggil, pada umumnya terdapat
pada bangunan apartemen,
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p) Sistem pertelevisian, merupakan fasi]itas
sistem pertelevisian yang terdapat di dalam
gedung, dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
« MATV, merupakan sistem jaringan televisi

penerima gambar di dalam gedung,

o CCTV (close circuit television), merupakan
jaringan kamera untuk security system,

q) Kolam renang,

r) Perkerasan halaman, dibedakan menjadi
tiga jenis, yaitu:

» Tipe konstruksi ringan, tebal rata-rata 6
c¢m dan biasanya menggunakan bahan
seperti paving block atau tanah yang
dipadatkan,

« Tipe konstruksi sedang, tebal rata-rata 10
cm dan biasanya menggunakan beton
ringan atau aspal ringan,

e Tipe konstruksi berat, tebal rata-rata
lebih dari 10 ¢m dan pada umumnya
menggunakan bahan beton bertulang
dengan atau tanpa aspal beton (hot mixj.

s) Lapangan tenis,

t) Reservorr, merupakan fasilitas
penampungan air pada bangunan gedung
yang terbuat dari beton bertulang pada
salah satu lantai,

u) Sistem sanitasi, merupakan fasilitas
sanitasi atau sistem pembuangan air kotor
yang terdapat di dalam bangunan.

(ii) Pembuatan DBKB Non Standar
Pembuatan DBKB Non Standar ini dilakukan
secara bertahap dengan maksud agar diperoleh

hasil yang maksimal. Tahapan-tahapan tersebut
antara lain;
Tahap 1 : Menentukan material penyusun
bangunan yang akan digunakan sebagai data
masukan (input) bagi perhitungan komponen
struktur bangunan,

Tahap 2 : Melakukan analisa harga satuan
dengan menggunakan metode BOW yang telah
disesuaikan bagi komponen utama dan metode
unit in place bagi komponen material dan fasilitas,

Tahap 3 ¢ Menentukan model tipikal
bangunan sebagai bangunan yang mewakili
struktur bangunan yang akan dinilai, dalam hal
ini per JPB minimal diambil 5 model bangunan
dengan jumlah lantai yang bervariasi,

Tahap 4 Menghitung volume  setiap
jenis/item  pekerjaan untuk setiap model
bangunan. Perhitungan volume ini dilakukan
dengan mengukur/ menghitung panjang, luas
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arau isi dar setiap jenia pekerjaan sesuai dengan
satuan vang dipakai ataa dasar data vang
terkumpul, baik dari gambar denah, tampak,
potongan atau peninjaunan langaung ke lapangan,

Tahap 6 t Menghitung nilar bangunan per
JPR mengrunakan masing masing meelel yang
telah dipthh sehingga dihasilkan nilai DRBKH per
meter persegi,

Tahap 6 t  Melakukan generalisasi  nilai
DBKB komponen utama dari setiap mordel dalam
satu JPB vang dibantu dengan metode statistik
tertentu, sehingga dihasilkan sebuah formula tren
komponen utama per JPB untuk memprediksi

(forecasf) jumlah lantai bangunan menjadi “tidak
terbatas”,

Tahap 7 : Melakukan generalisasi nilai
DBKB komponen material dari setiap jems
material pelapis bangunan vang dibantu dengan
metode statistik tertentu, sehingga dihasilkan
sebuah formula tren komponen material per jems
pelapis untuk memprediksi (forecasf) jumiah
lantai bangunan menjadi “tidak terbatas”,

Tahap 8 : Menghitung nilai DBKB fasilitas
pendukung menggunakan model vang telah
ditentukan, sehingga diperoleh nilai komponen
fasilitas lengkap dengan sistem pendukungnyva,

Tahap 9 : Menghitung nilai DBKB total
dengan cara  menjumlahkan nilai  DBKB
komponen utama, komponen material dan
komponen fasilitas, dimana biaya yang terdapat
dalam formula ini dihitung dalam nbuan rupiah
dan sudah termasuk biaya langsung (direct cosi)
dan biava tidak langsung (indirect cost),

Tahap 10 : Melakukan penyesuaian nilai (up
dating) DBKB dengan cara meng-up date harga-
harga material (harga resources) dengan
memperhitungkan  fluktuasi  harga matenal
hangunan di  pasar, faktor inflasi, biayva
rransportasi berdasarkan informast yang diperoleh
darn buku Jurnal Harga Satuan, kontraktor,
developer, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi
terkait lainnya,

Tahap 11 :  Besarnya penyvusutan fisik

dihimung berdasarkan tabel yang tercantum dalam
lampiran keputusan ini (lampiran  XXI),
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(iii)Biaya Komponen Bangunan

Untuk menghitung biaya komponen bangunan
yaitu dengan cara menjumlahkan biaya
konstruksi yang terdiri :

1.Untuk  JPB 1,2,4,5,6,7,12,13,16  bhiaya
komponen bangunan sama dengan biaya
komponen utama (struktur atas dan basemen)
+ komponen material + komponen fasilitas,

2. Untuk JPB 3 dan 8 biaya komponen bangunan
sama dengan biaya komponen utama (struktur
atas, struktur bawah, mezzanin dan daya
dukung lantai) + komponen material +
komponen fasilitas,

3.Untuk JPB 14 dan 15 biaya komponen
bangunan sama dengan biaya komponen
utama,

Untuk Daftar Biaya Konstrusi Bangunan
Komponen Utama per m?2, Komponen material per
m2, Daftar Biaya Komponen Fasilitas, Formulir
Perhitungan Biaya Konstruksi Bangunan per m?
dapat dilihat di Lampiran XV peraturan ini.

3.Penilaian dengan Bantuan Komputer (CAV)
a. Data yang Diperlukan CAV

Untuk terlaksananya program ini harus tersedia data
sebagai berikut :

(i) ZNT untuk penilaian tanah
Data ZNT yang telah siap secara otomatis akan
dipergunakan dalam proses CAV.

(i) DBKB objek pajak standar untuk penilaian
bangunan
Data DBKB objek pajak standar yang telah siap
secara otomatis akan dipergunakan dalam proses

CAV.

(ili) SPOP dan LSPOP untuk pendataan objek pajak
Data Juas tanah dan detail bangunan harus
dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan
SPOP dan LSPOP. Semua data objek harus
dimasukkan ke dalam komputer. Setelah itu, data
masukan tersebut akan diproses dalam CAV

secara otomatis.

b. Validasi Data

Data SPOP dan LSPOP akan divalidasi sebagai

berikut :
(i Data Tanah dan Bangunan
1). Kode ZNT harus ada di tabel ZNT. Bila tidak
ditemui dalam tabel, maka SPOP akan ditolak.

2). Status wajib Pajak = 1, 2, 3, 4 atau 5.
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3). Pekerjaan wajib pajak = 1, 2, 3, 4 atau 5.

4). Dalam hal "bangunan tanpa tanah" perlu
dicek luas tanah = 0 dan kode ZNT tidak perlu
diisi.

5). Jenis tanah = 1, 2, 3 atau 4.

6). Jumlah bangunan > 0.

7). Bangunan ke > 1.

Bangunan ke tidak boleh > dari pada jumlah
bangunan.

Data baru lengkap, bila jumlah LSPOP sama
dengan jumlah bangunan.

8). Jenis penggunaan bangunan = 1 sampai
dengan 16.

9). Luas bangunan > 0, kecuali tangki minyak
(JPB = 15).

10).Jumlah lantai bangunan > 1, kecuali tangki
minyak (JPB = 15).

11).Tahun dibangun < tahun perekaman.

12).Tahun renovasi > tahun dibangun atau, tahun
renovasi < tahun perekaman.

13).Daya listrik > 0.

14).Kondisi pada umumnya = 1, 2, 3 atau 4.

15).Konstruksi = 1, 2, 3 atau 4.

16).Atap = 1, 2, 3, 4 atau S.

17).Dinding = 1, 2, 3, 4, atau 5.

18).Lantai = 1, 2, 3, 4 atau 5.

19).Langit-langit = 1, 2 atau 3.

20).Untuk bangunan yang dilengkapi dengan
fasilitas seperti kolam renang, lapangan tenis,
alat pemadam kebakaran, lift, AC, validasinya
dilanjutkan dengan fasilitas.

21).Untuk bangunan-bangunan bertingkat dan
mempunyai  kelas-kelas/bintang  tertentu
seperti gedung perkantoran bertingkat tinggi,
pusat-pusat perbelanjaan, hotel resort/non
resort, apartemen, validasi dilakukan sesuai
dengan kelas dan jumlah lantainya.

22).Untuk bangunan perindustrian seperti pabrik,
gudang, dan sejenisnya, validasinya dapat
ditambahkan sebagai berikut :

Tinggi kolom > 0
Lebar bentang > 0
Daya dukung lantai > 0
Keliling dinding > 0
Luas mezzanine > 0

23).Untuk tangki, validasinya sesuai dengan letak
dan kapasitas tangki yang bersangkutan.

(ii) Fasilitas
1). Kolam Renang.
Diisi : 1 = diplester

2 = dengan pelapis
2). Lapangan tenis (6x) = kosong atau numeric.
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3). Alat pemadam  kebakaran : hydrant,
springkler, fire alarm diisi 1 = ada, atau 2 =
tidak ada.

4). Panjang pagar.

Bila panjangnya > 0, bahan harus 1 =
baja/besi, atau 2 = bata/batako.

5). Fasilitas AC sentral : 1 = ada, atau 2 = tidak
ada.

6). Jumlah AC split = kosong atau numeric.

7). Jumlah AC window = kosong atau numeric.

8). Jumlah saluran pesawat PABX = kosong atau
numeric.

9). Kedalaman sumur pantek = kosong atau
numeric. JPB 1, 14, 15 = 0 (tidak diisi).

10).Jumlah lift (3x) = kosong atau numeric.

11).Jumlah tangga berjalan (2x) = kosong atau
numeric.

12).Perkerasan halaman (4x) = kosong atau
numeric, luas perkerasan < luas tanah.

0 ¢. Tata Cara Perhitungan

Proses CAV dapat dilakukan apabila data ZNT, DBKB
objek pajak standar dan data objek pajak sudah
dimasukkan ke dalam komputer.

(i) Perhitungan Nilai Tanah

NIR diketahui berdasarkan kode ZNT
sebagaimana tercantum dalam SPOP. Untuk
menentukan nilai jual obyek pajak bumi, NIR
dicari dalam tabel ZNT berdasarkan kode ZNT,
kemudian dikalikan dengan luas bumi.

Contoh Penilaian Objek Bumi

(& Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) = Rp. 100.000,-. Bila
luas tanah = 200 m? maka NJOP bumi = 200 m? x
Rp. 100.000,- = Rp. 20.000.000,-

(ii) Perhitungan Nilai Bangunan

Dalam pelaksanaan perhitungan nilai bangunan,
harus ditentukan besarnya nilai komponen
bangunan menurut masing-masing karakter objek
tersebut. NJOP bangunan berdasarkan :

1) kelas/bintang/tipe

2) komponen bangunan utama

3) komponen material

4) komponen fasilitas/m?

5) komponen fasilitas yang perlu disusutkan

6) penyusutan

7) komponen fasilitas yang tidak perlu disusutkan
8) kapasitas dan letak (khusus tangki)
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Tingkat penyusutan bangunan berdasarkan umur
efektif, keluasan dan kondisi bangunan. Umur
efektif bangunan secara umum adalah sebagai
berikut :

Umur Efektif = Tahun Pajak - Tahun Dibangun
Bila tahun direnovasi terisi, maka :
Umur Efektif = Tahun Pajak — Tahun Direnovasi.

Untuk bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan
bangunan-bangunan eksklusif lainnya seperti
gedung perkantoran, hotel, apartemen dan lain-
lain, penentuan umur efektifnya sebagai berikut :

(Tahun Pajak - Tahun Dibangun) + 2
(Tahun Pajak —~ Tahun Direnovasi)

3

Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) < 10 dan
Tahun Direnovasi adalah 0 atau kosong, maka
UMUR EFEKTIF = Tahun Pajak - Tahun
Dibangun.

Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) > 10 dan
tahun direnovasi adalah 0 atau kosong atau
(Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) > 10, maka
perlu dianggap tahun direnovasi = tahun pajak -
10, dan umur efektif adalah hasil dari rumus yang
disebut di atas. Dalam hal itu faktor (Tahun
Pajak - Tahun Direnovasi) adalah 10.

(iii) Penyusutan Bangunan

Dalam penentuan nilai bangunan diperhitungkan
faktor penyusutan. Penyusutan yang diterapkan
dalam CAV hanya penyusutan fisik bangunan.
Faktor penyusutan ditentukan berdasarkan
pengelompokan besarnya biaya
pembuatan/pengganti baru bangunan per meter
persegi, umur efektif dan kondisi bangunan pada
umumnya, dan dituangkan dalam suatu daftar
penyusutan.

B. PENILAIAN INDIVIDUAL
1. Persiapan

Kegiatan persiapan Penilaian Individual pada prinsipnya

sama dengan yang dilakukan dalam penilaian massal.

a. Menyusun Rencana Kerja

b. Menyiapkan SPOP, LSPOP dan LKOK.

c. Menyeleksi data-data objek pajak yang perlu
dilakukan Penilaian Individual.
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d. Mengumpulkan data-data lama, sebagai pelengkap,
dari objek pajak yang akan dinilai.

2.Penilaian dengan Pendekatan Data Pasar

Pada saat ini, untuk kepentingan penilaian objek pajak
PBB, pendekatan data pasar sesuai digunakan untuk
Penilaian Individual terhadap tanah.

Sedangkan penilaian untuk bangunan menggunakan
pendekatan biaya yang akan diterangkan di bagian 3.

a. Pengumpulan Data

Pelaksanaan kerja pengumpulan data pasar dalam

Penilaian Individual dapat menggunakan formulir

pengumpulan data pasar untuk penentuan nilai

tanah secara massal untuk mendapatkan analisis
data yang wajar harus di pertimbangkan hal-hal
sebagai berikut :

i) Kesesuaian penggunaan dan luas tanah data
pembanding dengan objek pajak yang dinilai
secara individu.

ii) Lokasi dan waktu transaksi yang wajar.

b. Penilaian

Konsep dasar penilaian perbandingan data pasar
untuk Penilaian Individual adalah membandingkan
secara langsung data pembanding dengan objek pajak
yang dinilai dengan menggunakan faktor-faktor
penyesuaian yang lebih lengkap. Penilaian dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

i) Dalam menentukan nilai tanah diperhatikan :
1. Kualitas dan kuantitas data pembanding yang
terkumpul.
2. NIR dimana objek pajak berada.

iij Cara membandingkan data dengan faktor-faktor
penyesuaian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi objek pajak
yang dinilai dengan diidentifikasi secara detail
dan dibandingkan dengan faktor yang sama pada
data pembanding, Petugas penilai dapat memilih
minimal 3 (tiga) data pembanding yang sesuai dari
beberapa data pembanding yang terkumpul. Pada
umumnya perbandingan yang dilakukan, meliputi
faktor :
1). Lokasi.
2). Aksesibilitas.
3). Waktu transaksi.
4). Jenis data (harga transaksi atau harga

penawaran).
5). Penggunaan tanah.
6). Elevasi.

7). Lebar depan (terutama untuk objek komersil).
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8). Bentuk tanah.
9). Jenis hak atas tanah.

dan lain sebagainya.
Besarnya penyesuaian yang akan diberi sesuai

dengan pengetahuan dan pengalaman penilai
dengan menyebutkan dasar - dasar
pertimbangannya.

iii) Hasil penilaian tanah dengan pendekatan data
pasar.

1). Apabila diperoleh nilai tanah yang selisihnya
terhadap NIR masih dibawah 10%, maka yang
digunakan sebagai dasar ketetapan FBB objek
pajak yang dinilai adalah NIR.

2). Apabila selisih nilai tanah terhadap NIR
sebesar 10% atau lebih, maka nilai tanah hasil
penilaian secara individu tersebut dijadikan
sebagai bahan rekomendasi untuk penentuan
NIR tahun pajak yang akan datang yang
merupakan sumber informasi bagi DISPENDA.

3. Penilaian Dengan Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya digunakan dengan cara
menambahkan nilai bangunan dengan nilai tanah.

a. Pengumpulan Data
i)} Pengumpulan Data Tanah
Pada dasarnya pengumpulan data tanah
dilakukan dengan cara mengisi SPOP. Disamping
itu penilai juga diminta untuk mengumpulkan
data tanah sebagai berikut :
1) luas
2) lebar depan
3) aksesibilitas
4) kegunaan
5) elevasi
6) kontur tanah
7) lokasi tanah
8} lingkungan sekitar
9) data transaksi di lokasi sekitar
Untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan
data tanah dan data transaksi digunakan formulir
seperti dalam Lampiran XVIIL
iij Pengumpulan Data Bangunan

Pengumpulan data bangunan dapat dilakukan
dengan beberapa cara yaitu:
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1) Mengumpulkan data objek pajak dengan
mempergunakan SPOP, LSPOP dan LKOK.
Contoh LKOK seperti dalam Lampiran XVI.

2) Data lain yang belum tertampung dicatat dalam
catatan tersendiri.

b. Penilaian

(i) Penilaian Tanah
Penilaian tanah adalah sebagaimana dalam
penilaian dengan pendekatan data pasar.

(ii) Penilaian Bangunan

Penilaian bangunan dilakukan dengan cara
menghitung Nilai Perolehan Baru Bangunan
kemudian  dikurangi  dengan penyusutan
bangunan. Nilai Perolehan Baru Bangunan
adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperolch/membangun bangunan baru.
Penghitungan Nilai Perolehan Baru Bangunan ini
meliputi biaya komponen utama, komponen
material dan fasilitas bangunan. Biaya-biaya
tersebut hendaklah sesuai dengan tanggal
penilaian dan lokasi objek pajak.

Perhitungan Nilai Bangunan

Pada dasarnya Penilaian Individual adalah dengan
memperhitungkan karakteristik dari seluruh objek
pajak. DBKB dapat digunakan sebagai alat bantu
dalam penilaian, akan tetapi apabila karakteristik-
karakteristik dari objek pajak baik untuk komponen
utama, komponen material dan komponen fasilitas
bangunan belum tertampung dalam DBKB,
perhitungan dapat dilakukan sendiri dengan
pendekatan survai kuantitas.

c. Konversi Nilai Jual Objek Pajak

(i). Nilai tanah per meter persegi hasil dari analisis
penilai dikonversi ke dalam “Klasifikasi dan
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan" Peraturan
yang ditetapkan di Kabupaten Kotawaringin
Timur.

Dipindai dengan CamScanner



(). Nilai bangunan per meter persegi hasil dari
analisis penilai dikonversi ke dalam "Klasifikasi
dan Besarnva Nilai Jual Objek Pajak Sebagai
Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan®
berdasarkan Peraturan yang ditetapkan di
Kabupaten Kotawaringin Timur.

(ii). Untuk objek pajak yang terdiri lebih dari satu
bangunan, konversi dilakukan dengan cara
menjumlahkan nilai seluruh bangunan dan
dibagi luas seluruh bangunan. Nilai bangunan
per meter persegi rata-rata tersebut kemudian
dikonversi ke dalam “Klasifikasi dan Besarnya
Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan®” berdasarkan
Peraturan vang ditetapkan di Kabupaten
Kotawaringin Timur.

4.Penilaian dengan Pendekatan Kapitalisasi
Pendapatan

Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan digunakan dengan
cara menghitung seluruh pendapatan dalam satu tahun
dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan biaya
kekosongan dan  biaya  operasi. Selanjutnyva
dikapitalisasikan dengan suatu tingkat Kkapitalisasi
tertentu berdasarkan jenis penggunaan objek pajak.

a. Pengumpulan Data

Data-data yang harus dikumpulkan di lapangan
adalah :

(i) Seluruh  pendapatan dalam satu tahun
(diupayakan data pendapatan 3 tahun terakhir)
dari hasil operasi objek pajak. Pendapatan dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1} Pendapatan dari sewa, seperti objek pajak
perkantoran, pusat perbelanjaan.

2) Pendapatan dari penjualan, seperti objek
pajak pompa bensin, hotel, bandar udara.
gedung bioskop, tempat rekreasi.

(ii) Tingkat kekosongan, vaitu besamya tingkat
persentase, akibat dari terdapatnya: luas lantai
vang tidak tersewa, jumlah kamar hotel yang
tidak terisi, jumlah kursi yang tidak terjual untuk
gedung bioskop, dalam masa satu tahun.
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(iii) Biaya operasi dalam satu tahun yang dikeluarkan,
seperti gaji karyawan, iklan/pemasaran, pajak,
asuransi. Untuk objek pajak jenis perhotelan,
perlu diperoleh data hiaya-biaya lain, misalnya :
pemberian diskon atau komisi yang diberikan
kepada biro perjalanan.

(iv) Bagian pengusaha (operator's share), biasanya
sebesar 25% s/d 40% dari keuntungan bersih.
Data ini hanya untuk objek pajak dengan
perolehan pendapatan dari hasil penjualan.

(v] Tingkat kapitalisasi, besarnya tergantung dari
jenis penggunaan ohjek pajak.

b. Penilaian

Proses penilaian dengan pendekatan kapitalisasi
pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
berdasarkan jenis pendapatannya, yaitu :

(i) Pendapatan dari Sewa

Proses penilaiannya adalah :

1). Menghitung pendapatan kotor potensial dalam
satu tahun yaitu seluruh pendapatan sewa
dalam satu tahun yang didapat dengan cara
mengalikan besarnya sewa per meter persegi
dalam satu tahun dengan seluruh luas lantai
bersih yang disewakan.

2). Menentukan tingkat kekosongan dalam satu
tahun.

3). Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1)
dengan tingkat kekosongan (butir 2) hasilnya
adalah pendapatan kotor efektif dalam satu
tahun.

4). Menghitung biaya-biaya operasi (outgoing) dalam
satu tahun  yaitu biaya  pengurusan,
pemeliharaan, pajak (PBB) dan asuransi.

5). Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu
tahun (butir 3) dengan biaya-biaya operasi (butir
4) hasilnya adalah nilai sewa bersih dalam satu
tahun.

6). Nilai objek pajak dihitung dengan jalan
mengalikan nilai sewa bersih (butir 5) dengan
tingkat kapitalisasi.

(ii) Pendapatan dari Penjualan

Proses penilaiannya adalah :
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1} Menghitung pendapatan kaotor potensial dalam
antn  tahun  yaitu  seluruh  pendapatan  dari
penjunlan

2). Menentukan besarniva fingkal kekosongan dalam
satu lahun, diskon serta kamisi vang dikeluarkan
selama mengoperasikan objek pajak

J). Mengurang pendapatan kotor potensial (butir 1)
dengan tingkat kekosongan, diskon dan komisi
(butir 2) hasilnya adalah pendapatan kotor
efektif dalam satu tahun.

4). Menambahkan hasil butir 3 dengan pendapatan
dari sumber-sumber lain

5). Menghitung biava-biava operasional dalam satu
tahun.

6). Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu
tahun (butir 4) dengan biaya-biava operasi (butir
5) hasilnya adalah keuntungan bersih dalam
satu tahun.

7). Kurangkan hak pengusaha (operator's share)
sebesar 25% s/d 40% dar keuntungan bersih
dalam satu tahun (butir 6) sisanya adalah nilai
sewa kotor setahun.

8). Menghitung  biaya-biava  operasi lainnva
(outgoings) dalam satu tahun yaitu biava
pengurusan, perbaikan, pajak (PBB) dan
asuransi.

9). Kurangi nilai sewa kotor setahun (butir 7)
dengan biaya-biava operasi (butir 8) hasilnva
adalah nilai sewa bersih dalam satu tahun. -

10).Nilai  objek pajak dihitung dengan jalan
mengalikan nilai sewa bersih (butir 9) dengan
tingkat kapitalisasi,

¢. Penentuan Tingkat Kapitalisasi

Tingkat kapitalisasi ditentukan dari pasaran properti
yang sejents dengan properti yang dinilai.

() Tentukan nilai properti.
Hal ini dapat diperoleh melalui 2 cara:
1. Transaksi jual beli.
2. Nilai investasi ditambah keuntungan.

(i) Tentukan pendapatan bersih dari properti tersebut.
Pendapatan bersih ini dapat diperoleh dengan jalan

mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan
biaya-biaya operasi.

(i) Contoh perhitungan.
Sebuah Hotel "A" mempunyai nilai jual di pasar

wajar Rp. 500 Juta dan pendapatan bersihnva
setahun Rp. 45 Juta.
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LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

1. JENIS TRANSAKSI j 1. Perekaman Data

j 4. Penilaian Individu

D 2. Pemutakhiran Data D 3. Penghapusan Data

5. JENIS PENGGUNAAN D 1. Perumahan
BANGUNAN

D 7. HoteWVisma

D 10. Lain-lain

D 13. Apartemen
D 16. Gedung Sekolah

D 2. Perkantoran
D 4, Toko/Apotik/Pasar/Ruko D 5. Rumah Sakit/Klinik
D 8. Bengkel/Gudang/Pertanian

I:l 11. Bngn Tidak Kena Pajak

D 14, Pompa Bensin

PRO KAB KEC DESA BLOK NO. URUT KODE 3. JUMLAH BGN
2. NOP D] | | | L D 4. BANGUNAN KE D:D
/RINGIANTDATA BANGUNAN g™

D 3. Pabrik
D 6. Olah Raga/Rekreasi

D 9. Gedung Pemerintah
D 12. Bangunan Parkir

D 15. Tangki Minyak

HEREREREERL

U 6. LUAS BANGUNAN
8. TAHUN DIBANGUN

(1]

7. JUMLAH LANTAI

10. DAYA LISTRIK
TERPASANG (Watt)

9 TAHUN DIRENOVAS! EED] .
11. KONDISI PADA [[] 1. sangat Baik [] 2 sak [:] 3. Sedang [] 4 vetex
UMUMNYA
12, KONSTRUKS [] 1 6ein [] 2 seton [] sBawpata [ ] 4K
— (e | e — !..-.:
13. ATAP LJ 1. Decrabon/ L_J 2. Gtg. Beton/ |} 3 Gtg. Biasa/Sirap | | 4.Asbes | | $5.Seng
Beton/Glazur Alumunium
14. DINDING ; 1. Kaca/ 2. Beton D 3. Batu Bata D 4. Kayu D 5.Seng
Alumunium Conblok
15. LANTAI 1. Marmer D 2. Keramik/ - D 3. Teraso D 4. Ubin PC D 5. Semen
Papan
8. LANGIT-LANGIT D 1. Akustik/Jati D 2. Triplek/Asbes 3. Tidak ada
Z Bambu
l e T _1_&4___ IEIRT () S R LA e : T ...-.,-.‘.: o e
& omnac D___] Splt [ ] ] window 18.ACSentral [ ] 1.4 D 2. Tidak ada
19. LUAS KOLAM ED:[D i 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M*)
RENANG I I Ringan ] [ ] _— ’
D 1. Diplester D 7. Dengan Pelapls
Sed Dengan Penutup
20. JUMLAH DGN LAMPU TANPA LAMPU | 22. JUMLAH LIFT 23. JUMLAH TANGGA
LAPANGAN [:D Beton D: ED ek BERJALAN [D
TENIS | |
[:D Aspal :]:I []:l Kapsul Lebar < 0.80 M [:D
ED Tenzh LiaVRumput D:I D:I Barang Lebar > 0.60 M ED

T »

24 PANJANG PAGAR

BAHAN PAGAR

D‘I Baja/Besi D 2 Bata/Batako

25. PEMADAM D Hydrant D 1. Ada Dz. Tidak Ada
KEBAKARAN D Sprinkler D 1. Ada Dz_ Tidak Ada

D Fire AlarmD 1. Ada D 2. Tidak Ada

[L1]

26. JUMLAH SALURAN PESAWAT PABX

27. KEDALAMAN SUMUR ARTERIS D:D] M

Dipindai dengan CamScanner



B— - — s e e gy — —— e ——— e — e et

[ ' A TN [V B 08 1 R N PR R £ - i

I_' PABRIKIBENGKEL 1 GUDANG / PERTAMIAN (JB=3/8)

28. TINGGI KOLOM DD M 29. LEBAR BENTANG [ ]m
30. DAYA DUKUNG
. G DINDIN :
LANTAI (Ka/M) |] atveuumcomone [ ] ] ] Jm o2 uaswzazme | ] | | |
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D TOKO/APOTIK/ PASAR /RUKO (JPB=4)
34. KLAS BANGUNAN |:| 1. Ketas 1 2, Kelss 2 :| 3. Ktels 3
[[] ruman sawar 7 icuini ope = 5) -~
35. KLAS BANGUNAN D 1. Kelas 1 2. Kelaa 2 ] 3. Ketos 3 D 4. Kelee 4 $
— ™
38. LUAS KAMAR DENGAN AC SENTRAL M? 37. LUAS RUANG LAIN DG AC SENTRAL L m?
D OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6) ¢
38. KLAS BANGUNAN D 1. Kelss 1 [] 2 wetes 2 I:S
i D HOTEL / WISMA (JPB = 7)
P 20 JENIS HOTEL D 1. Non Regort D 2. Resort
40. JENIS BINTANG D 1. Bintang 5 I:l 2. Bintang 4 D 3. Bintang 3 D 4. Blntang 1-2 D 5. Mon Bintang
41. JUMLAH KAMAR | | 42.1uaskwroencan | | | 43. LUAS RUANG LAINDGN | |
AC SENTRAL (M%) AC SENTRAL (M)
D BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)
44, TIPE BANGUNAN E 1. Tipod []27ees Da.npoz D 4. Tipe 1
DAPARTEMEN (PB =13)
405. KLAS BANGUNAN 1, Kelag 1 D 2, Kelas 2 D 3. Kalas 3 EI 4. Kelos 4
so oL ApARTEMEN | | | | 4r.uasaproenGan | | | [ | 45.LuAs RuanG Lam Do [TT]®
AC SENTRAL (M) AC SENTRAL (M?)
D TANGKI MINYAK(JPB = 15)
wapasmAsTANGKI [ | [ | WP 50.LETAKTANGKI [ | t.DetssTonsh [ | 2 Dbswen Tansh B
D GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)
® 51 KASBANGUNAN | | t.Kelsst [] 2 ketas2
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N N 35181 B (T R 1 A

52. NILAI SISTEM HEREN |
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.
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45 juta
Tingkat Kapitalisasi = ~-=--=ceceeemee =9%
500 juta

(iv) Untuk menentukan standar kapitalisasi suatu jenis
objek (misalnya hotel) di suatu kota, diperlukan
banyak data dan analisis. Data tersebut kemudian
dihitung seperti contoh perhitungan di atas,
kemudian ditentukan suatu tingkat kapitalisasi
yang standar.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
Ttd

SUPIAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

embina Tingkat I
NIP. 19620701 198903 1 014
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| ampiran ]
DINASPENDAPATAN DAFRAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TANDA TERIMA PENY AMPAIAN SURAT PEMBFRITAHUAN ORIFK PATAK
PAJAK BUMIDAN BANGENAN

NO 1)
Telah diterima Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1)
dan Dinas Pendapatan Dacrah Kab. Kotawanngin Timur 4
Subyek pajak 7, Snenseem T AR 5)
Alamat 2 - 6)
Surat Pembenitahuan Objek Pajak vang diterima *)
D Langsung dani Dipenda ... 7)
L—_] Melalui pos tercatat tanggal ... ... 8) 19 10)
0 T 9)
(tempat lain yang ditunjuk Dipenda) Yang menerima
1)

Catatan - *) Ben tanda X pada kotak yang berkenaan

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 3

DINAS PENDAPATAN DAERATI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Telah diterima Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tahun ... . 3)
Alas nama :

Subjek pajak T cioeianseneRse s RSB Se yRrm S SR nserensnassuRRS ERSR S TISHATSIH I SRR 1)
Alamat Bl esuenss s s AR NS RS AR KR RSP S s A e nAn AR ST R TISO S R 5)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang diterima *)

D Langsung dari Dipenda ...........ccooeecrerneneen. 6)
I:I Melalui pos tercatat tanggal .............ccoe. ¥ 5 L 19.......... 9)

(] Dat e 8)

(tempat lain yang ditunjuk oleh Dipenda) Yang menerima

. 10)

Catatan : *) Beri tanda X pada kotak yang berkenaan

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 4
DAFTAR PENJAGAAN PENYAMPAIAN DAN PENGEMBALIAN SPOP

KABUPATEN/KOTA :.......... D e —
KECAMATAN ¥ eeeencanenes sesssnersarsasasnsnuaTssnOITEPSHSS ——
KEL/DESA T — asssssssnsnsanseonses
MINGGU KE $ iarrre «.«. BULAN : .......... R | HI—

TEMPAT PERGAMBILAN SPOP : wvussiasnsivsvssssssssinssssnssossaiansassn

| No  Nama dan Alamat | NOP Penyampaian Pengembalian Penundaan | Keterangan _
Subjek Pajak Dikirim Diterima Seharusnya | Kenyataannya | Scharusnya | Kenyataannya
1 2 | 3 _ 4 5 6 7 8 9 { 10 |

i

Catatan : dibuat untuk objek-objek yang dikirim SPOP

¢ S

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran §

PEMERINTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMER
DINAS PENDAPATAN DAERAN

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK
PAJAK BUMIDAN BANGENAN

NO 1)
Telah ditennma Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan tahun , : 2)

Atas nama

Subjek pajak 1)
Alamat R RS 1)
Surat Pemberitahuan Objek Pajak vang diterima *)
D LangsungdariDipenda ... 5)
:] Melalui pos tercatat tanggal ... 6) v 190 8)
L Dan oo 7
(tempat lain vang ditunjuk oleh Dipenda)
Yang menenma
9)

Catatan * *) Ben tanda X pada kotak yang berkenaan

Dipindai dengan CamScanner



DINAS PENDAPATAN DAFRAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

1% 2)

Yth . . . : _ 1)
SURAT TEGORAN PENGEMBALIAN SPOP

190, & v e e s - H

Menurut tata usaha kami, hingga saat im Saudara belum mengembalikan Surat
Pembentahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang kami sampaikan
kepada Saudara padatanggal ......................5)No.: ... 6)

Berhubung dengan itu, Saudara duberi kesempatan terakhir untuk
mcnl_cmhallkan Surat Pembenitahuan Objek Pajak (SPOP) dimaksud, dalam _]'m"lm
waktu .. (.. ...) hani 7), terhitung mulai tanggal .....................

8)

Apabila dalam jangka waktu tersebut di aras terlampaui. maka Saudara akan
dikenakan ketetapan pajak ditambah dengan denda administrasi 25% dihitung dan
pokok pajak sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994

an Bupati Kotawaringin Timur Kepala Dinas
Pendapatan Daerah .. ... .. ... 9)

10)

NP e sssmspnsizsos

I'embusan :
1. Kasi Pendalaran, Pendataan dan Penaksiran

J Kasi Pemugutan dan Penctapan

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 7

DINAS PENDAPATAN DAERAT
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

............................. 19 ....2)
I, oeoresnsnsnsnsesmenssasasassnnssors senendisssbis ihsmss SV Sisaes 455 E0E s s SR A SHRT ARSI SRR RS b b 3)
SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PENGEMBALIAN SPOP
01 Lo cosonssnsswannsass iorassbons mmens sictssen s sssasbins s BIAORRSATTSFRIISFATS FURAATT GBI RIS R SRR RO THOYS 4)
Berkenaan dengan surat permohonan Saudara tanggal ....................... 5) No.

S reremamss s 6) dengan ini kami dapat menyetujui perpanjangan waktu
pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tahun
TR T T+ -0 1 | 1 P P 8)
selama jangka waktu .............ee Coivvnaminimsvsmsssinvamsssvsessnn conmmne savansnans

terhitung mulai tanggal ...........oooviiiiiiii

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas dilampaui, maka Saudara
dikenakan ketetapan pajak ditambah denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak
sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 scbagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994.

a.n.Bupati Kotawaringin Timur Kepala Dinas
Pendapatan Daerah ..........cccoecivemennsnincnninninns 9)

i0)

NI, ccinasnsisnmassammismisssusess

Tembusan :
|. Kasi Pendaftaran, Pendataan dan Penaksiran

2. Kasi Pemungutan dan Penetapan

Dipindai dengan CamScanner



l.ampiran 8

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I oo R S S e s s S LR s .

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PENGEMBALIAN SPOP
13 T o Pre TP RRORUCTPRRRNONS 2

Berkenaan dengan surat permohonan Saudara tanggal ... 4) No.

< §) dengan ini kami dapat menyetujui perpanjangan waktu
pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tahun
™ carcaras (6) BUAS THAIMIA ... .vevoeson sosss von sussssiane sumiss ban sosisnn annannses snt snnons aessas sasisse 7)
¥ selama jangka waktu T S OI———— s 8)
terhitung mulai tanggal eSS AT AT i T
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas dilampaui, maka Saudara
dikenakan ketetapan pajak ditambah denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak
sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994.

An. Bupati kotawaringin Timur
Kepala Dipenda

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai Laporan)

2 Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Intensifikast Penerimaan Daerah.
3. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

0 mema

Dipindai dengan CamScanner
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Fampiran 1]

DINAS PENDAPATAN DAERAN
KABUPATEN ROTAWARINGIN TIMIR
TANDA TERIMA PENYERAHAN HASIHL PEKFRIAAN LAPANGAN SPOP KOTFEKTIF

NO

Telah ditennma hasil pekenjaan lapangan berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan Koleknf dan Konsep Sket Blok tahun . Untuk

I Blok oo oo Dusun
Desa :

Kecamatan

Jumlah objek pajak

Hasil pekerjaan lapangan tersebut diterima dan petugas pendata :

Nama

Jabatan
Petugas Pendata Petugas yang Menerima
NIP. NIP.

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran 12

M T
| ]
|
w _
A
_ |
|
e R T et i L Ll i e RS -] N 7
TEVILIMIA WSV viva NYONYEV] NYYrHIn3d TSvH vivd
................... Mm——- ) -y — -
ctrsmsrsn s sssmrssin ) et
( ) YIOWN3ILvdNEwy
( ) ISNIJOHd
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Lampiran 1)

DAFTAR HASIL PEMERIKSAAN DR

DESA/KELURAHAN S aerne sessnsansanas
KECAMATAN ! cesensnesrinresnacnns
KABUPATEN/KOTA ! cessuserssiterecanane

NOMOR . NOMOROBIEK  JENIS KESALAMAN | HALAMAN - KETERANGAN
URLT PAJAK ‘ C pnR
1 ' 2 3 ! 4 1
1 - B - ! o

Petugas Pemeriksa DHR,

NIP.

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 14

DINAS PENDAPATAN DAERATH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

FORMULIR ZONA NILAT TANAH

KODE (TT[T
KELURAHAN _] ||
NAMA
KELURAHAN
NO | KOD | NL/M? NO | KODE | NL/M? NO | KODE | NL/M?
[ (000) (000) (000)
01 25 49
02 26 50
03 27 51
04 28 52
05 29 53
06 30 54
07 31 55
08 32 56
09 33 57
10 34 58
11 35 59
12 36 60
13 37 61
14 38 62
15 39 63
16 40 64
17 41 65
18 42 66
19 43 67
20 44 68
21 45 69
22 46 70
23 47 71
24 48 72
NIP PEMERIKSA TANDA TANGAN
TANGGAL :
NAMA : / /
PEMERIKSA

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran 16

LEMBAR KERJA OBJEK KHUSUS (LKOK) LAPANGAN GOLF

Nomor Objek Pajak (NOP)
Nama Wayb Pajak

Alamat Wajib Pajak

luas Tanah

A. Rincian Luas

’ HOLE LUAS(m2) JUMLAH
SPRINKLE

R

TEE | GREE | FAIRWA | BUNKE | DANA
N Y R U

L_I_in?c -1
m L Hole-2
__Hole-3
. Hole-4
"_Hole-5
Hole -6
Hole-7
“Tole-8
" Hoale-9
" Hole-10
" Hole- 11
Haole - 12
Hole - 13
Hole - 14
'H"i'!u{; - 15

b e ——

Hoic - 16 |
@ itoie-17_|
P _H_(.ll_f:; I8 i

" _Jumlah
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B. Panjang Hole dan Jumlah Sprinkler

T NOLE | PANJANG [ JUMLAHSPRINKLER

() SN T NRRUU——
i FAIRWAY | GREEN | TOTAL |

Hole - 1
Holc - 2 ]
Hole -3
Hole - 4
Hole - §
Hole - 6
Iole -7
__Hole - 8 ! |
Hole - 9
Hole - 10
Hole - 11
Hole - 12
Hole - 13
Hole - 14
Hole - 15 .
Hole - 16 j
Hole - 17 |
Hole - 18 :
Jumlah ] ]

|
|
|
j i
|
!

N FENENY SN G S— ) — -
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...............................

LEMBAR KERJA OBJEK KHUSUS (LKOK) BANDAR UDARA

Nomor Objek Pajak (NOP)
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Luas Tanah

-------------------------

a. Banqunan Khusus

Keterangan Teknis Berdasarkan Gambar

e e e

| Shoulder

1
. LUA | KONDI [ MATERIA Potongag
. JENIS - Lantai
NO. | BANGUNAN - 81 | LASECARA .| Kerjadan | p,
| : (M2) | UMUM | UMUM Pondasi | Permukaan
antalan
1 | Runwav
2 | Taxiway, Fillet
dan Alarm
Areca
3 | Trallic Apron
4. | Paved

S | Jalan Inspcksi
i 6. |lalan
i l.ingkungan
| 7. [JalanLuar | I i
| 8 | Perkerasan
| Parkir
{9 | Jembatan
T — dst.

p. Bangunan Utama
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CENIS
PANGUNAN

BanpgunanPemadam
Kebakaran

Bangunan Gensel
(Power House)
KNantor I'e npendalt
I‘g nghel Garast
Terminal
Internasional

—

Termmal VIP

Menara Pengawas
Ruang Mchamk

lumm.ll I)nmcsllk

LUAS
(M2)

KONS TS
KONDISE

LANTAL | LANGIT2 ATAP

10

Bangunan VIP®

[ oy, |

SN —

11

!\'mlnr I’L nerhys angan

]'1

I'l

Rangunan I Lspuim

Rea Cukar dan
I\nr.\nlmu

lhm'mnn k.m.'o

_LRcclumn

uf-_l_t icrhang Utama

17 | Dan lain-lain

c. Fasilitas Bangunan yang diperhitungkan

No

Jenis Fasilitas Bangunan

Luas/Berat/
Panjang/
Volume

Keterangan/Kondisi

’crkcramn

T
|
[
!

‘1 _i-

Saluran PABX/telephone

Pagar Wircmesh

e laa |t g —

Pagar Tembok

5 {Giensat

i 9 | AC Central, Cooling Tower

T0TAC Spht
1 ! AC \\'n[](_]_(_sw

i
)

. 12 | L1ft Penumpang
MCE LS

1 Taman

f s

‘14 | Lampu (Approach 1. lghn

1]‘5

l.am-lam
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LEMBAR KERJA ORJEK KHUSUS (LKOK) PELABUIIAN LALT

Nomor Objek Pajak (NOP)
Nama Wanb Pajak

Alamat Wapb Pajak

Luas Tanah

a. Banqunan Khusus

r Luas, | KONSTRUK KETERANGAN |

i s ,

- NO. | BANGUNAN .\jlu':::lranhe. KONDISH MATERIAL LAINNYA |

' - UMUM i
I | Break Water i
2 lelty ;
3 | Trestel J

: I

{4 | Fender !

"< [ Bolard I

-6 | Dock

: :

.7 | Breasting

' Dolphin

& | Mooring

i Dolphin

B —

- R e T PR —— P
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b. Banqunan Utama

KONSTRUKS MATERIAL
]
NO. BANG“NJ\N L";:g)s KONDISI
( UMUM
LANTA [ LANGIT| ATAP | DINDIN
| 2 G
I | Terminal
Penumpang
2 |Gudang
3 | Bangunan Syah
Bandar ]
4 | Kantor Utama
5 | Kantor Agen
Pelayaran
6 | Dan lain-lain
c. Fasilitas Bangunan Yanq Diperhitungkan
| Luas/Brt./
" N | Jenis Fasilitas Bangunan Panjang/ Keterangan/Kondisi
I 0. Volume
{1 | Perkerasan
[ 2 lfrignscl
['3 [ Menara Lampu

| 4 TAC Split
LS T

r—(;llhd:;n lamn-lan
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Dipindai dengan CamScanner




nun Buelegyi [ zi
ypun “Buedwnuagyiq g
w JoAeauoy uejeliag ueg ‘oL |
cw juswieal] ajepp ‘6
LU SISaUY JNwNg ‘9
(xavd)
aun uodaja | uebunqueg *)
cw ~ Bueuay wejoy 9 |
ueg slug) uebitedey | g
w wbeg | ¢
ALY UBJEl uesesayiag | ¢
Y/\ ENVEYS B A
VAN [ VTY T TIE N T
|eL3e o A
uebuesajoy P ETETI] uenjeg sepsedey) SejI|ISed Wway) ‘ON

SviiSvd viva 8

Dipindai dengan CamScanner



T TET—— e Lk

@‘
:
/s

Lampiran 17

Formulir 1
FORMULIR PENGUMPUIL AN DATA PASAR PROPERTI

PR nrn KEC YiLAmS pLor HOVEUT KO

NOMOR OBJEK PAIAK (NOP) [:D [D []:D U_L] [_LU LLU_J H Mo, Regluter [:LH_J_LLU.[_J:“

JERRARANNARARNARN]

1. Pemilik IIIIHI[IIHIIIIIIIITHI]IIIIHTIT!TI
2. Alamat Proport IIIHI]IIIIHIIIllIl[I{Illlll[l]IHIHIII[IHIHHILLI
IHIIIIIIIIIllIII[Il[][[illﬂ[liIHIIHIHIIITITI [11]
anomorTeiepon  [JTTTTTIITITLT]
osumeroma ] oo [JTTTIITITTTTTTTICITIRITTTT]
D Lurah
D Pemilik
O woeee [TTTTITITITLLLLIL] Tanggal
4. Jonis Data O weess o [TTTTTTIITIT0] (TTITTITIT]
O sw e[ (TEOTIATIT]
(] penawaran we [TTTTTTITTTTTTI (TIILATLT
O s re[TCITTTOOITIT) (TETTTITTL

1, KETERANGAN BUMI

1 Jenis panggunaan D Tanah ada bangunan D Kavling sinp banqun D Tanah kosong D Lainnyn

2. Luas bumd Im m 5 Bonfuk bumi D Persogi D Segitiga D Tak boraturan
3 Lntar sisl depan ED:EED:D m & Kedwvkanbomi [ ] Swm [i] Tengen 0 e [___] Tusuk sato

I FOTO OBJEK IViKETERANGAN LAIN

Luas bangunan 520 m*

2 lantal
SRR T S ) 2 \ﬂ&xr"],-l, '\S‘!i Fﬁl IR L B AL SR -'W
1. TGL. PENDATAANI BEEE lrl | [T1] A
PENILAIAN
2 nama pEnDATA [T LT T T T T T I CIITIOITITIIIIN
PENILAI
3 NIP HENERERRRERRAREEER

4 TANDA TANGAN
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l.ampiran IR

STANDAR BAKU PENULISAN NAMA JALAN

PENDAHULUAN

Penulisan nama jalan perlu dibakukan untuk memudahkan berbagai
pemrosesan data. Alamat merupakan suatu alat terpenting, setelah NOP,
untuk merelasikan informasi objek pajak dari basis data yang satu terhadap
lainnya. Penulisan nama jalan yang seragam akan memudahkan
pembandingan (matching) data baru dengan data lama yang telah dimiliki.

Dengan penulisan nama jalan yang baku, penyortiran, pencarian, dan
pembandingan objek pajak menjadi lebih mudah. Penulisan yang baku
memungkinkan kontrol terhadap objek pajak dalam satu jalan yang belum
terdaftar dengan cara menyortir data untuk jalan tersebut dan memeriksa
bila ada nomor-nomor yang terlewat.

Penulisan nama jalan yang baku memudahkan pengkodean. Sehingga
apabila suatu saat akan diperkenalkan Kode Jalan, konversi yang periu
dilakukan menjadi sangat mudah. Penggunaan Kode Jalan akan banyak
menghemat tempat penyimpanan data di dalam komputer.

FORMAT PENULISAN ALAMAT

Di dalam SPOP, alamat ditulis pada dua kolom yang berbeda, yaitu
Nama Jalan dan Nomor yang masing-masing terdiri dari 30 dan 15
karakter. Pada pelaksanaannya, Nama Jalan masih dipisah menjadi Tipe
jalan itu sendiri. Semua huruf dalam penulisan nama jalan harus ditulis

dengan huruf kapital.

Tipe Nama Jalan Nomor
[ 3 [ Nama Jalan | Nomor

Tipe jalan ditulis tanpa titik atau tanda baca lainnya dan terdiri dar dua
karakter ditambah satu spasi. Yang dimaksud dengan tipe jalan, antara

lain:

JL = Jalan
GG = Gang
DS = Desa
Dst.

Nama Jalan merupakan nama jalan/gang/lorong vang penulisannva
harus baku. Sedangkan Nomor berisi nomor baku yang di dalamnya
termasuk Blok, Kavling, Persil, dan yang sejenisnya.

. TIPE JALAN/TIPE ALAMAT

Tipe jalan, bila dipergunakan, hanya terdiri dari dua huruf diikuti
dengan satu spasi (bukan titik atau tanda baca lainnya). Adapun tipe jalan

vang dikenal antara lain:

JL = Jalan GG = Gang
KP = Kampung DS =  Desa
LR = Lorong PS = Pasar

KO = Kompleks Dst.

NAMA JALAN

4 1. Nama Jalan, eepanjang tidak melebihi 30 karakter, harus ditulis
lengkap (tidak disingkat).

4.2. Apabila nama jalan melebihi 30 karakter, maka suku kata yang harus
disimgkat. sedapat mungkin, adalah kata-kata yang sudah dibakukan,
dimutai dari suku kata paling terakhir kemudian kemudian suku kata

Dipindai dengan CamScanner



kedua terakhir, dan seterusnya. Singkatan yang dapat dipergunakan
antara lain :

UTR =  Utara RY =  Raya

SLT = Selatan DM = Dalam
BRT = Barat TMN =  Taman
TMR =  Timur TGH =  Tengah

4.3. Setinp suku kata hanya dipisnhkanoleh satu spasi saja.

4.4. Nomor Jalan ditulis dengan angka Romawi.
Contoh : JL BUDI SWADAYA I

4.5. Penuhsan gelar/pangkat/titel selalu  disingkat dan diletakkan i
belakang setelah tanda koma. Gelar/pangkat/titel yang disingkat harus
diakhiri dengan titik. Bila titel lebih dari satu, maka setelah titik ditulis
gelar berikutnya tanpa spasi. Singkatan gelar/pangkatan/titel yang
dipergunakan antara lain :

PROF. = Profesor DR. = Doktor

KH. = Kyai Haji H. = Haji

IR. = Insinyur SH. = Sarjana Hukum
NDRS. = Doktorandus JEND.= Jenderal
LETJEN. = Letnan Jenderal  dil
Contoh $ JL SUPOMO, PROF.DR.SH.

JL GATOT SUBROTO, JEND.

4.6.Gelar kebangsawanan ditulis lengkap di depan nama pemiliknya.
Contoh : JL RADEN SALEH
JL SULTAN HASANUDDIN

4 7. Nama yang umumnya ditulis disingkat, ditulis tanpa titik.
Contoh : JL MH THAMRIN
JL MT HARYONO, LETJEN.

. NOMOR

5 1.Kolom nomor berisi nomor rumah, nomor blok (bukan blok PBD),

kavling, persil, dan yang sejenisnya.
5.2 Nomor rumah ditulis dengan angka Arab (angka biasa) tanpa kata-kata

“NOMOR”, “NQ", atau yang sejenisnya.

Contoh :
Nama Jalan Nomor
JL OPHIR S5A-5B
JL PAKUBUWONO VI 11A
JL BUDI SWADAYA I NO 126 (salah)

5.3. Nomor blok (berbeda dengan Blok dan NOP) ditulis dengan angka Arab
(angka biasa). Nomor blok dipisahkan dari nomor rumah dengan
menggunakan /7 (garis miring). Kata “Blok” tidak ditulis.

Contoh :
Nama Jaian Nomor
KO CITRA GARDEN Ci/15

Dipindai dengan CamScanner



5.4. Nomor objek yang menggunakan “Kavling” ditulis dengan menggunakan
singkatan “KAV”.
Contoh :
KAV 52/15 (Kavling nomor 52, rumah nomor 15)

5.5.Apabila nomor objek lebih dari satu, maka penulisan dipisahkan
dengan “,” (koma) atau dengan “-“ tanpa dipisahkan oleh spasi.

Contoh :
7,8, & 10 ditulis : 7,8,10
7,89, & 10 ditulis : 7-10

5.6. Apabila objek mempunyai nomor lama dan masih sering digunakan,
maka nomor tersebut ditulis dalam kurung di belakang nomor baru
yang sekarang berlaku. Antara nomor baru dan tanda kurung buka
dipisahkan oleh satu spasi.

Contoh :

6 (2) (nomor baru enam, nomor lama dua)

. CONTOH-CONTOH PENULISAN

Nama Jalan Nomor |
1':"uinluf sjulplr|o|T|of, [J|{E(N|D dfo].14]2
1 'rl‘J:ujaT BIAIR[A|T[I|T|I 61 [(]2])
BNl S TIA|GIAl [RIA|Y|A C 7
|
rul siotpllelaln] . Toleln]n k[alv] [7]s
L
Ve nlolnti b (s IWAIDIAL YA | T]1D 7{-]9
\[.ill_ i
L1
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LAMPIRAN 19

Formulir 1

DATA TRANSAKSI JUAL BELI

6 KETERANGANITANAH

a Jenis Penggunaan Tanah

b  Luas Tenah
c Lebar ssi depan
d Keangpandan paras jalan

Bantuk Tanah
¥eagudukan Tanzh
P 7. KETERANGAN BANGUNAN

s Luas Bengunan
Tahun Dbangun

Jervs Penggunaan Bangunan

Kongs Pada Umumnya

g “omstuksi
n  Atap

I Dincing

| Lama

& Langitiangn

Kolam Renang

87 FASILITAS

I:j 1. Beton
[Jikaca [z Beton
Dt Marmer

DL Akustik/Jat

PROP. KAB /KOTA KEC KEL. BLOK NO URUT -[9

o 1 1) 10 113 CE) CL L

1 Alamat Properti I I N I O
5 0 A N N N A Y

2 Nomor Telepon rT [ 1 l [ ] I | ] l

3 Tanggal Transaksi m [—[_I EE:I

4 Jenis Data Di Jual Beli DZ. Hak Tanggungan D'! Peraywaran

5 Sumber Data/Harga Chen LT 111110 CLLLILLLL]
0 I I Iy O T

[ ]t Tanahadabangunan ]2 Kaveing Siap Bangun [ ranah xaseng [t warema
CT T T T T 11 I
(O A O O
LT T T TT T Jw
D1. Persegi [:]z. Segtiga DB Tidak beraturan
1. Sudut 2. Tengah DS Ujung

2

|m b

d.

Dl. Perumahan BZ Perkantoran
DS. Rumah Sakit DB. Olah Raga
DQ. Penyelenggaraan Pemenntahan

[]». sangat Baik [ ]2 saix
Di. Baja DZ. Beton
DZ. Gtg Beton ]:Ia. Gtg Biasa

[13 sawbata 14 ke
DZ_ Keramik Ds. Teraso

[z Tripteksasbesmambu

[Jo ridak ada

Jumlah Tingkat Bangunan

I
D‘.’.. Pabnk/Gudang Dl Toko/Ruko
DI Hotel E:]G Pertanian
Diﬂ. Lain-lan
Dl Sedang D{ Jelek
[[Js eawgaa [Je way
DS Seng

[]s Asves
DB Tidak ada

DS. Seng
Da Ubin PC DS. Semen

[]J3 midax adatangtiangt

Tahun Direnovasi

1. Ada

L]

Cenerator Set

M' a  Jumtahif c
” b Jumizh Tangga Benalan D:] d. Perkerasan Halaman (m2) | l ] ] | ! |
¢ AC Senra DI Ada D2 Tidak ada
f WatPemagam Keakaran 1 Hydrant [J2 sprinerrFice avarm []3 midak a¢a
Harga transaks yang dpaker Rp
Neai Ranqunan Rp
Niai Tenah Rp

10 TANGGAL PENDATAAN
11 NAMA PENDATA

] L
I

L]

[ T 11

e ()T

.
I

[ [ ] T7TANDA TANGAN:
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DAFTAR UPAHIl PEKERIJA,
HARGA BAHAN BANGUNAN DAN SEWA ALAT

Lampiran 20

DBKB STANDAR
KODE JENIS SATUAN | HARGA SATUAN
(dIm ribuan
rupiah)
. UPAHPEKERJA
0101 Mandor hr
0102 Kepala Tukang hr
0103 Tukang hr
0104 | Pekerja B hr o
II. BAHAN BATU/PASIR
0201 Pasir Urug m3
0202 Pasir Pasang m3
| 0203 Pasir Beton m3
{0204 Batu Kali m3
_!_QUS Batu Koral ( untuk beton ) m3
{0206 Split 1/2 - 2/3 ( untuk beton ) m3
[ 0207 Batu Bata bh
[ 0208 ! Conblock 10x20x40 bh
i1, SEMEN
0301 | Semen PC Abu-abu zak
0302 | Semen Putih zak
i |
i TIV. KAYU
L () Kayu Kamper m3
io0102 Kayu Meranti m3
0403 Papan Terentang (untuk bekisting) m3
[ 0404 Nolken f8 - 10 em m3
¢
|
| | V. BANAN BESI/BAJA
' 0501 | Besi Beton kg
{ 0502 i Kawat Beton kg
Donsuz T pma Prafil WF ke
| 0%04_ T Baga Profil C ke
L _bsos_ | BaaPla ke
{0306 Paku kg
- 0507 Baut bh
e
L VYL BAHANATAP
C_haoy (u(’nl(—ll_'..'“ld's:l Plentong bh
i T emeng fodok o
) “'h"'?__‘____‘ucnrcn;- heramik ¢lazur bh
r__!"’_"_j_m_..__‘_.m:.:i:rn glleren bh
g Decrabor 2 1hry m2
P Uol6 %!r'-:-:l Vol (100 b - m2
LS y Ashes ¢ l_‘l.l b!‘l‘;ﬂn’l - T I’li;!
OB . Senp Gelombang Wt 35 lembar -
: ; LR LT L T S PRt FATT 1) - ru:: i
: " "_ Spemdoy ¢ ’."'.“"II' '\7.':5-(-! n . —_Ic_m_hr— R
[ I NV
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VL BAIAN LANT AL i
RGN Ulin PC Alneaba m? S ‘
T2 | Terso W 30 m? -

S0 Foetanmh 30 x W Tokal ) m2 _ _-:_ _:

0701 7 Narnmer HI x OO lokal) m’ ) . o
008 [ Vi 1030 m?2 R
0706 -I'muwhlmk ( untuk perkerasan jalan ) mn? - B

nT Pavquet ¢ Parket ) ) - ,'"?, - - -
Tows | o - I

3 VI BAUAN LANGH- LANGIT - 3 T

o801 I‘I\ wood 4' x 8' X 4 i mm - Tlembar -

TR l‘l\ wood F:ﬂ \ (r mm = !Lmlnr

TR0y | Te akwood 4' x 8 x 3 mm o Iunh.u’ r

08D l_v i f\\lvul f "leIl rnZ

0805 | Akustik 30 x 60 m2
T80 ﬁ__‘(n)p\um m2 e e

ARILN Bambu \n) o Tm2 |

:n_.\'ux = Lis Kayu 1/3 m'

i i

[ IX. BAHAN PINTUMENDELAPARTISE

Lol Kusen Alumininm m’

T 0002 | Nako | kaca daun

l*'“},(’,’; Kaca Polos 5§ mm m2

é 0001 | Kaea Rayban 5 mm m2

| t!"ij!\. Kaca Laminated Rayban (untuk dinding) m2

b 0006 | s m2

T INALAT-ALAT SANITER/PLUMBING

1ol Klosct Jongkok bh - Is
1002 Klosct Duduk/Monoblock -1s
1003 Bathtub -ls
| !m-i Waslafel bh - Is
r oS Bak Mandi bh - Is
1006 Shower bh - Is
1007 | Bidet bh - Is
j00g | L rmmr bh - s
1009 'vlcru i) apur bh - Is
1010 Metal /mk 1 lubang bh - Is
101 Metal Zink 2 lubang bh - Is

1012 I‘:pa (rui\.lll!s ol/2(p=6m) hatang

T3 | Pipa Galvams o 3/4 =6m batang

}‘_T")H 1 :’lpl I'r:"(\ 1\ ‘-’1 "( )(—p dm) : balanE:

- 3§ ¥ pa'vL o .- 1 g

1015 Pipa PVC o 471 p=dm) batang

Iﬁlﬂ:_jcpllutﬂ;wk Run{u}#m bh - Is

|
XL LAIN-LAIN

| i_')i e ’ll!; 1; " kg,

llf"-l".lb_ ( ar chlml. - kg

| 10V L Plamum o ke

U Mk Cat Iiter

; ____l- s Amplas I lembar

E. 06| Kanoy N bh

I B 10 t w'\cl psg

r___ | l“‘-’ _l;. v p_n_h I-’.mcﬁ;{ﬁ "”"",:,;, m'

] ll!‘i !)nckvku(‘l bh-1s

TR Yy D ™
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1111 Saluran air kotor bh-ls
1112 Pipa air bersih m'
1113 Kran air bh-1s
1114 Titik lampu bh-Is
1115 Stop Kontak bh-Is
1116 Sckring box/pancl bh-Is
1117 Pembersihan m2-Is
! N1, FASILITAS BANGUNAN
[ 1201 AC Sentral m2
{ 1202 AC Window bh
i 1203 AC Split bh
Poo1204 Lift bh
| 1208 Tangga berjalan bh
[ 1206 Perkerasan — aspal m2
| 1207 - beton m2
[ 1208 - pavingblock m2
1209 Kolam renang bh
L1210 Lapangan tenis bh
too1211 Daya listrik PLN watt
| 1212 Daya listrik genset m2
5 Alat pemadam kebakaran
L1213 - Hydran m?2
1214 - Sprinkler m?2
P 1215 - Fire alarm/smoke detector m2
{1216 PABX 12 samb./250 ext.
Generator set
L1217 - 25 KVA
1218 - 100 KVA
f 1219 - 300 KVA
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Larmpiran 11

TABEL PENYUSUTAN
UMUR Biaya Pengganh Pang pat M2 dan Voedis pada Urngrerga

EFEKTIF] < Bp 275 000 - Ry 275 000.0p 475 147 - » Pp 475 7S

I EER B E R E J Jesl B8]
0 of of o] o 0 0 [y ol o 0 0 o}
1 3| | | 8] 2| Al s 6| 2| 2| 3] «
2 5 12 16 5 9 11 4 5| o 7
3 B 13]17] 23 7] 10| 13 17 5 7| ol 11
4 10| 18] 22| 29 9| 13| 17 21 7 9] 11| 14
5 13| 20 27)35) 11| 18] 2% 26| 9| 11] 14| 12
8 15| 23]31]40| 13| i8{ 24 30) 10 3§ 17] 21
7 15] 27135]45| 15| 22| 22 34| 12] 15] 19] 24
8 151 30| 39|50 15| 25| a1 38| 13| 7| 21} 27
9 15| 30| 43| 54| 15| 27| 34 42 5| 19| 24| 20
10 15] 30| 46| 538 15 20 37 451 15 21| 28| 32
11 15| 30) 50| 61 15 0 40 43| 15 23| 28| 35
12 15| 30| 50| 64 151 30 43 51 15] 25| 30| 37
13 150 30|50]|67] 15| 20| 45 54| 15] 27| 32| 40
14 15| 30| 50| 70 15| 20 43 57] 15 28| 34| 42
15 15| 20|/ s0{70| 15| 30| =0 5 15| 20| 8| 24
16 15| 30| 50| 70 15 30 50 62| 15 3 33| 48
17 151 30|50 70| 15| 20 =o 84| 15| 20| 40| 48
18 151 30|50 70| 15f 20| so 66| 15| 30| 42| 350
19 151 30} 50| 70| 15 30| s0 68| 15| 20| 44| 52
20 15] 30|50 70| 15| 20| s0 70| 15| 30| 45| 54
21 15| 30f 50| 70| 15| 30| s0 70| 15| 30| 47| 38
22 15| 20 50| 70| 15| 20| =0 70] 15| 20| 48| 57
23 15] 30 50| 70| 15| 30| 50 701 15| 30| 50| 59
24 151 301 50|70] 15 30| so 70] 15| 20| so0| &1
25 151 230 50| 70 15 30 50 70| 15 3 50| 62
26 15| 30| 50| 70 15 30 50 70| 15 30| 50| B4
27 15| 30) 50| 70 15 30 50 704 15 0] 50| 8
28 151 3 S0| 70 15| 20 £0 70] 15 30| 50| €8
29 51 30]5)] 7| 15| 30| s0 70| 15| 30| s0| &8
30 151 20} s50] 70| 15 30| =0 70] 15| 30| so| &9
31 18] 30|s50]7] 15| 30| =0 70] 15| 30| so| 7a
32 151 30|s0fj70] 15| 30| so0 701 15] 30| 50| 7o
33 150 i <of70] 15| 20] s0 70] 15| 30 7
3 151 30| s0f 7o 15| 30 50 70} 15] 30| 50| 7o
a5 151 wlsnt7o] 15| 30| so 701 15) 30| s 70
38 5] 3005 | 70] 15| 30| so 70) 15] 20| 5 70
37 sy aslenl o] 15| 30| s0 70| 15| 30| 50| 7
18 sy sofso) o) 15] 30| sof] 70 15| 30 so| 70

38 J 151 & 5G4 V0 15 a0 50 70 15 30| 50| 70

40 5] olsojrofl 15] 30| so| 7of 15| 30| ol 75
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